BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (l)Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan

Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan  Standar

Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah:

Kompetensi

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan

pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bone Bolango guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah

yang baik, bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,

maka perlu adanya standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);



rasar ru

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya daiam Benta Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
Padatanggal 3 .:oau-xd 2022

BUPATI BON BOL\;&N ,

Diundangkan : di Suwawa
Pada tanggal : 3 v:uueri 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN B

r. ISHAK NTOMA, M.S1
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 3




10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Penganekatan.
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 ‘lahun 200Y tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (L.embaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. '



Memperhatikan :

Menetapkan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
dilingkungan Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG STANDAR
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN

PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Y

Boo®

g

10.

11

12.

13.

. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah,
sekretartat DPRD, Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
Organisasi Perangkat Dacrah Daerah merupakan unsur pendukung tugas
Kepala Daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat berbentuk Dinas,
Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

.PegaWai Negert Sipii yang selamjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014,
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kabupaten Bone
Bolango.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik vang dimiliki oleh PNS,
berupa pengetahuan, keterampitan, dan sikap perilaku yang diperfukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan

tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.



14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pefaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu.

15. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
Negara.

16. Pejabat  Struktural adalah pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

17. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki seorang PNS
dalam melaksanakan tugas jabatan struktural.

18. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat
struktural,

19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola
unit organisasi.

20. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan
tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan,

21. Kompetensi Sosio kultural adalah kemampuan dinamis dalam mengambil
beragam perspektif atau cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya
berbeda-beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif.

22. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk
satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan,

23. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
Yang merupaxan tugas poKoK yany 0uakuxan ofen pemegang javatan datam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

24. Pengukuran Kompetensi adalah proses membandingkan antara
Kompetensi Jabatan vang diversvaratkan dengan Kompetensi vang dimiliki oleh

pemegang jabatan.

BAB 1
PRINSIP PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN DAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
Pagal ?

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan atas dasar prinsip

profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan syarat



objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan atau
golongan.

a.

Pasal 3
Standar Kompetensi Jabatan Strukturat Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :
Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;

b.

Inspektorat; dan

Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari -

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;

2) Dinas Keschatan Kabupaten Bone Bolango;

3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Bone Bolango;

4) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango;,

5) Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango;

7) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango;

8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango;

9) Dinas Perikanan Kabupaten Bone Bolango;

10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango;

1) Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perubungan Kabupaten Bone
Bolango;

12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango;

13) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satwu Pintu Kabupaten Bone
Bolango;

14) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone
Bolango;

15) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone Bolango;

16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango;

17) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Bone Bolango;,

18) Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

19) Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Pengembangan dan Penelitian
Kabupaten Bone Bolango;

20) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;

21) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango;




Pasal 4
Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis,
dan Kompetensi Sosio kultural sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya,

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Jabatan ini digunakan sebagai dasar dalam proses
perencanaan, seleksi, mutasi, promosi, dan penempatan PNS dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di
samping prestasi kerja, jenjang pangkat, dan syarat objektif lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

(2) Standar Kompetensi Jabatan tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Iii
PENGUKURAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 6
Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan ini, maka pertu diikuti Pengukuran
Kompetensi dengan menggunakan metode tertentu oleh Tim Khusus yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
Pengukuran Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 6, dapat dilakukan dengan
menggunakan metode pengamatan, wawancara, penycbaran kuisioner, dan atau

verifikasi dokumen-dokumen tertulis lainnya sesuai pedoman/ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan merupakan tolak ukur yang dinamis sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang harus selalu dievaluasi disesuaikan dengan

kebutuhan dan perkembangan organisasi.
BAB IV PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.




Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
Kualitas pelayanan rehabiltasi sosial;

Terkendalinya jumlah pertumbuhan penduduk;

Kualitas  pengelolaan dan pembinaan keluarga
berencana.

5. Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan

Perempuan.

E. Indikator Kinerja Jabatan

PN~

HAMIM POU




Nama Jabatan SEKRETARIS DAERAH
Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah KESEKRETARIATAN

Kode Jabatan

membantu Bupati daJam penyusunan kebijakan  dan pengkoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administrative.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

& Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1

4.2

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;




4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kesefuruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di

tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebthl target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hastil kerja unitnya agar sefaras

dengan sasaran strategis
instansi;
4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencalan target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan  memberi
perhatian  kepada isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
Instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan {
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun prograrn
orang lain pengembangan pengembangan jangka
jangka panjang panjang bersama-sama




- dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2 Melaksanakan

4.3

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman fainnya, sertal
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang |
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisast untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk |
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan.  unit  kerjanya
secara berkala; ‘
Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

| perbedaan secara

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan

konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas Organisasi

4,1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan  solusi  dari

4.3

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada plhak lain;

Membuat keputusan dan |

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

risiko).

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan |
dalam kehidupan |

bermasyarakat;




10. Manajemen SDM

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi,

4.2 Mampu

4.3

4.2 Mengembangkan norma

4.1 Mengevaluasi

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan  latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial

mendayagunakan {

ekonomi, |

preferensi politik,

strategi |
Manajemen ASN yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode |
yang  dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang
berbeda;

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/fatau petunjuk
teknis strategi Manajemen ASN

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.,

11. Perencanaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Pembangunan Daerah mengevaluasi pelakasaan perencanaan

pembangunan daerah,

g::-zﬁm; menemu kenali kelebihan dan _
kekurangan melakukan

pembangunan pengembangan atau perbaikan

daerah cara kerja  yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah;

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksahaan
perencanaan  pembangunan
daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah

12. Pengelolaan Keuangan Mampu 4.1 Mampu meiakukan evaluasi
Daerah mengevaluasi terdadap
pelaksanaan teknis/metode/sistem cara

 pengelolaan

kerja menemu kenali kelebihan |




keuangan dan
menyusun petunjuk
operasional
pengelolaan
keuangan daerah

4.2

4.3

dan  kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan
keuangan daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasllitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

13. Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluas!
pelaksanaan
penyusunan produk
hukum daerah dan
melakukan
pembahasan dengan
stakeholder terkait.

4.1

4.2 Mampu

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
teknis/metode/sistem
penyusunan produk hukum
daerah, menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara
kerja Penyusunan Produk
Hukum Daerah yang lebih
efektif/efisien dibidang
ekonomi, SDA, dan
Pembangunan;

melakukan
pembahasan dengan DPRD
danfatau stakeholder terkait
Penyusunan Produk Hukum
Daerah  dibidang ekonomi,
SDA, dan Pembangunan;
meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder
pelaksanaan
Produk Hukum Daerah. dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
pengadaan barang dan jasa
dibidang ekonomi, SDA, dan
Pembangunan.

Penyusunan |

14. Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Mampu
Mengevaluasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

4.1

{ 4.2

Mampu melakukan evaluasi
terdadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melfakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan Barang
Miik Daerah yang lebih
efektif/efisien:

Mampu melakukan perbaikan,

ey




menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
pengelolaan  Barang  Milik
Daerah;

4.3 Mampu meyakinkan  dan

memperoleh dukungan dari

stakeholder pelaksanaan |
Pengelolaan  Barang  Miilk
Daerah dan  memberikan

bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi fain atau stakeholder
terkait  Pengelolaan Barang
Millk Daerah.

15. Advokasi kebijakan 4

Otonomi Daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang

| Mampu
' mengembangkan
strategi  advokasi

kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Satjana / Diploma Iv

4.3 Meningkatkan

4.1 Mengevaiuasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan

otonomi daerah.

kekurangan

kebijakan |

2. Bidang limu

Iimu Pemerintahan / Iimu Politik / Manajemen / Ilmu Sosial /

Iimu Politik / Hukum / Psikologi / Komunikasi

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

2. Teknis

Diklat Perencanaan
Permbangunan
Daerah

v

| Diklat Pengelolaan

3. Fungsional

Kevangan Daerah

C. Pengalaman Kerja

1.

2. Sedang

Memiitk
pengalaman
jabatan
bidang
keuangan,
kepegawaian,
perencanaan,
organisasi,
pemerintahan
secara  kumulatif
paling kurang 5
(tima) thun

dalarn |
hukum,

atau

pernah

~nEA




menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahii
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerfa Jabatan 1. Kualitas Pengelolaan SDM;
2. Kualitas Pengelolaan Keuangan;
3. Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

membantu

Sekretaris

pernerintahan, hukum,
daerah i

dan pemantauan

1. Integritas

bidang

Daerah
dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan
kesra,
dan evaluasi pelaksanaan
tata pemerintahan, kesejahteraan

|

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
JABATAN PIMPINAN TINGGI
BIDANG KESEKRETARIATAN

dalam  penyusunan kebijakan daerah di bidang
kebijakan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
kebijakan daerah di  bidang

rakyat, kerja sama dan hukum

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku |
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda darl unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar|
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

4 Membangun 4.1
komitmen tim, sinergi

3. Komunikasi

4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk]|
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagl informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk  tujuan
- tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

- keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk |
tulisan formal;




4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan  sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil 4 Mendorong unit) 4.1 Mendorong  unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang | mencapai kinerja yang
ditetapkan atay melebihi target yang
meiebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras |
dengan  sasaran strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, [ 4.1 Memahami _ dan memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - mempengaruhi organisasi
isu jangka panjang, dalam hubungannya dengan
kesempatan, atau dunia luar, emmperhitungkan
kekuatan politik dan mengantisipasi dampak
dalam hal pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-
kebutuhan tugas pelayanan public secara
pemangku objektif, transparan, dan|
kepentingan  yang professional dalam  lingkup
transparan, objektif, organisasi;
dan profesional 4.2 Menjaga agar kebijakan

pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar peiayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribady/
kelompok/ partai politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.,
6. Pengembangan diri dan 4 Menyusun program { 4.1 Menyusun program
orang lain | Ppengembangan pengembangan jangka

jangka panjang panjang bersama-sama




dalam
mendorong
manajemen
pembelajaran

rangka

4.2 Melaksanakan

43

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
vimbigan, penugasan  dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktit di
lingkungan  unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubanan seiaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
ungg,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
erexunas urganisast

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
meiiDatkan  peberapa/sefurufi
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan

4.3

4.1

bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

Menginisiasi dan

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

gan Kesatuan aaram
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan

bermasyarakat;




10. Penyusunan
Kelembagaan Daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
mengoordinasikan
Penyusunan
Kelembagaan
vaerarn

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
dyaing “Epercayaan, Suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

1.2 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja pembentukan organisasi
perangkat daerah,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan organisasi
perangkat daerah, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Penyusunan
Organisasi Perangkat Daerah
vana lebih efektif/efisien:

4.2 Mampu mengoordinasikan
pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah  wilayah
pemerintahan dan
memecahkan  masalah  di
hidana oraanisasi:

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
organisasi perangkat daerah
dan memberikan bimbingan
Aan fasilitasi kenada instansi
lain  atau stakeholder terkait
pembentukan organisasi
perangkat daerah.

11. Analisis Potensi
Ekonomi

Mampu
mengevaluasi
pelaksatiaan analsis
potensi ekonomi

4.1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi,
dan penentuan sumber daya
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu

kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi:

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam

mengidentifikasi, mengklasifika
si, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untul:  dikembangkan  dan
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam  menganalisis
potensi ekonomi;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terfit  Aasi
analisis potensi ekonomi.




12. Penataan Wiltayah
Pemerintahan

Mampu mengevaltuasi
dan
mengoordinasikan
penataan wilayah
pemerintahan

41 Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja penataan wilayah
pemerintahan, menemukenati
kelebihan dan kekurangan,

melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
penataan wilayah
pemerintahan yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menqoordinasikan
penataan wilayah
pemerintahan dan
memecahkan masalah
penataan wilayah
pemerintahan;

43 Mampu  mevakinkan  dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder penataan wilayah
pemerintahan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait  penataan  wilavah

pemerintahan.
13. Perencanaan Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu mengevaluasi
Penyediaan Sarana pelaksanaan pelaksanaan identifikasi
Ekonomi penyediaan  sarana potensi ekonomi dan

ekonomi

penyediaan sarana ekonomi
yang ade saat ini serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan teknik perencanaan
penyediaan sarana ekonomi;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam mengidentifikasi
potensi ekonomi vang
potensial untuk dikembangkan
dan perencanaan penyediaan
sarana ekonomi;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
perencanaan penyediaan
sarana ekonomi

14, Pemberdayaan
masyarakat desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat
desa, serta menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan kebijakan
dan  rekomendasi terkait

Pemberdayaan
kemasyarakatan yang
bergerak dibidang

pemberdayaan tiyuh / desa
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu memberikan
petunjuk teknis, cara kerja
pemberdavaan masvarakat |
desa;

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, terkait dengan
petunjuk teknis dan cara




I

kerja pemberdayaan
masyarakat desa.

Otonomi Daerah

15. Aavokasi KeDfjakan ' 4

Mampu 4.1

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi

daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2 Mengembangkan

4.3 Meningkatkan

Mengevaiuasi strategi advokas; |
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Administrasi Kebijakan / IImu Manajemen / IImu Hukum /
Iimu Politik / IImu Administrasi Negara / Ilmu Pemerintahan
Sosiatri / Ilmu Sosial

/ Kesejahteraan Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kenemimninan
Pratama

v

2. Teknis

Diklat Teknis terkait
dengan
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Sosial

v

2 FEinacinnal

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang
pemerintahan/
SC:?:.‘"O':,“HM:CE.!

pemberdayaan

masyarakat
desa/kesejahteraa

n

sosial/perdaganga

LT R ) Fom el

F 4% e o o e

nomian secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

dalam

2. Sedang atau
menduduki
jabatan
administrator atau

jabatan fungsional

jenjang ahli
singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)




" E. Indikator Kinerja Jabatan

L. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang ekonomi;
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
kesejahteraan rakyat.

R . |




teknis strategi advokasi

kebijakan otonomi daerah.
4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

Pendidikan

1. Jenjang Sanana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Administrasi Kebijakan / Iimu Manajemen / IImu Hukum /

Iimu Politik / Iimu Administrasi Negara / IImu Pemerintahan

/ Kesejahteraan Sosial / Sosiatri / Iimu Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan Vv

IiNgraw 11

2. Teknis Diklat Administrasi

dan Diklat Teknis

Kesejahteraan

Masyarakat

3. Fungsional :

rengaiaman Kerja < iemiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
pemerintahan/sos
ial/ organisasi/
nemberdavaan
masyarakat desa/
kesejahteraan
sosial/
perdagangan/
industri/
perekonomian/
Kepegawaian
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
jabatan Vv
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
mariva naling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang administrasi;

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang kesejahteraan
cencial

L f |

)




Nama Jabatan !  ASISTEN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah g KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan :

1. Integritas a4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja

menciptakan situasi yang  mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;

etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau ]
mengambil  tindakan = atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskigun 242 resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam  rangka pencapaian
target kerja organisasi;

43 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unk, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintearasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk

multidimensi secara mendapatkan pemahaman




RS RS

fisan  dan  vertuns
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan

yang sama; Berbagi informas
dengan pemangku
kepentingan  untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentyuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangxu
kepentingan  sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientas] pada hasil Mendorong uniti 4.1 Mendorong unit kerja i
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.2

4.3

melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil  kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit  kerja  dalam  rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari sy -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
datam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
Jangka panjang, kesempatan|
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam

lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
Meminak, TOAK Qisni nHNGUT, |




4.3

serta  ©woak  terpengarun |
kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
Panjang yang berfokus pada
bemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengarun Kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengernbangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran Soganisssi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Mermastikan perubanan sugan
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan

masalah yang
mengandung risiko
ungg, i

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
MeNDATKaN _ deverapasensrun |




Y. Perekat Bangsa

10.  Advokasi Kebijakan
Manajemen Organisasi

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan produk
hukum daerah yang
tepat sesuai kondisi

fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4,1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dAalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

4,3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada

saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan

berbagai teknik, metode
Sategl aGvoKas Keoijakan
manajemen organisasi yang
lebih efektif dan efisien dari

berbagai kondisi
stakeholder;
4.2 Mengembangkan norma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi
komunikasi dan pelaksanaan




4.3

acvokasl yang erexur serta
monitoring evaluasi advokasi

kebijakan manajemen
organisasi; dan
Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengampangikan strateg
advokasi kebijakan
manajemen organisasi yang
tepat untuk diri mereka sendiri
dalam menerapkan kebiiakan.

11. Tata Kelola
Administrasi Umum
Qrganisasi

Mampu
mengevaiuasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur
instrumen tata
kelola administrasi
umum

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi

terhadap j
teknis/metode/sistem tata
kelola administrasi umum,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perhaikan tata kelola
perlengkapan pimpinan yang
lebih efektiff efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen tats
K10 SCITINMSTTAS! UMUM; gan
Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tata
kelola administrasi  umum
serta memberikan bimbingan
lain atau stakeholder terkait
tata kelola administrasi umum.

12. Tata Kelola
Periengkapan
Pimpinan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat noma-

standar  prosedur
instrumen tata
kelola perlengkapan
pimpinan

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem tata
kelola per
pimpinan, menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atay perbaikan tata kelola
perlengkapan pimpinan yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu mernyusun peaoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen tata
kelola perlengkapan
pimpinan; dan

4.3 Mampu  meyakinkan  don

memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tata
kelola perlengkapan pimpinan
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait




Bta  Keloia  periengkapan
pimpinan.
13. Advokasi Kebijakan Mampu 4,1 Mampu melakukan evaluasi
Administrasi dan mengevaluasi  dan terhadap
Pengelolzan Tata menyusun teknis/metode/ sistem tata
Naskah Dinas perangkat norma keiola naskah dinas, menemu

standar  prosedur |

instrumen tata
kelola naskah dinas

4.2

4.3 Mampu

kenal kefebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan tata kelola naskah
dinas yang lebih efektif/
efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen  tata
kelola naskah dinas; dan
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tat@
kelola naskah dinas serta
memberikan  bimbingan  dap
fasiltasi kepada instansi lain
atau stakehoider terlait tata
naskah dinas.

} 14. Pembercayaan
Masyarakat Desa

mampu
mengevaluasi

pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4.1

4.2 Mampu

4,3 Mampu

Mampu Imerakukan evaruasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat
desa, serta menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan kebijakan
dan  rekomendast  terkalt

Pemberdayaan
kemasyarakatan yang
bergerak dibidang

pemberdayaan tiyuh / desa
yang lebih efektif/efisien;
memberikan
petunjuk teknis, cara kerja
pemberdayaan masyarakat
desa

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder. terkait denaan
petunjuk teknis dan cara
kerja pemberdayaan
masyarakat desa

15, Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi  advokasi
kebijakan Otonomi
Daerash yang tepat
sesuai kondisi

4.1

kelompok sasaran yang
berbeda.
4,2 Mengembangkan norma

Mengevaluasi strategi advokast
yang ada saat ini,
menoanalisis  kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

standar, prosedur, kriteria,
penoman, 0an/atau Petunjux |




teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jenmjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu Administrasi Kebijakan / IImu Manajemen / Ilmu Hukum /
Iimu Politik / IImu Administrasi Negara / IImu Pemerintahan
/ Kesejahteraan Sosial / Sosiatri / IImu Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
1 MgKRac 1

2. Teknis Diklat Administrasi
dan Diklat Teknis v
Kesejahteraan
Masyarakat

3. Fungsional
O, Pengaiaman nefja Lo vvemmiliki ' v
pengalaman
jabatan dalam

bidang
pemerintahan/sos
ial/ organisasi/
pemberdavaan
masyarakat desa/
kesejahteraan
sosial/
perdagangan/
industri/
perekonomian/
Kepegawalan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
jabatan v
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
marva nalinn
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat ‘ Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang administrasi;
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang kesejahteraan

encial




Nama Jabatan :  ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN

SUMBER DAYA ALAM
Kelompok Jabatan g JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan

Membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa,
sumber daya alam dan konservasi.

1. Integritas

Mampu

menciptakan situasi
kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
il - e ol o
nil=i, nomma, dan

etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kera
yang mendorong  seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi  nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya,
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
miEskipun 22z resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4,1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
uiie, enibentkan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran

= |

Mengintearasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk




tisan dan tertulis |
untuk  mendorong
kesepakatan dengan

yang sama; Berbadgi nformasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

Kinoria sceara ;s 4.2 Manuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangxu
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Oirientas pada hasil Mendorong unlt]{ 4.1 Mendorong unit  kerja  di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4,2 Memantau dan mengevaluasi

hasit kerja unitnya agar
selaras  dengan  sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unic  KEna  dalam  @angka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Pubtik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
daiam hai
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
@hacap pelaksanaan toas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

instansinya telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
MEMHNAK, TOAK  CISKEHIGE, |




serta  tidak terpemm ngarun |
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebismmhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun  kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengarun ‘Kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
datar angka -
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun program

4.2 Melaksanakan

pengembangan jangka
panjang bersama-sama
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
ataran oiganizash
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secarg
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit ketianya.

7. Mengelola perubahan

‘Memimpin
perubahan pada
unit kerja

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubzhan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang

mengandung risiko
tunggy, i

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
mekDatkan  peperaparsetinm t




10.

9. Perekat Bangsa

Advokasi Kebijakan
Produk Hukum Daerah

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4.3

Mendayagunakan 4.1
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

4.2 Menghasilkan

fungsi dalam organisasi;
solusi dari

berbagai masalah yana
kompleks,  terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
Penanganannya (mitigasi

risiko).

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

y Sfektifitac dan kesatuan dalam
Organisasi keberagaman dan menerima
segala  bentuk perbedaan
dalam kehidupan

bennasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan iatar belakang,
agama/kepercayaan, Suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
Pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat  program
yang mengakomodasi
perbedaan  |atar belakang
agama/kepercayaan, Suku,
jender, sosial ekonomi,

Mampu 4.1
mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan  produk

hukum daerah yang
tepat sesuai kondisi

berbagai kondisi
stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman.

preferensi politik.

Mengevaiuasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
Saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik, metode
stiategl advokasi kebijakan
produk hukum daerah yang
lebih efektif dan efisien dari

Petunjuk teknis  strategi
komunikasi dan pelaksanaan
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4.3

aavokas! yang efexur serta |
monitoring evaiuasi advokasi
kebijakan  produk hukum
daerah; dan

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk

Strategi |
advokasi  kebijakan produk
hukum daerah yang tepat
untuk diri  mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan,

11. Pemetaan Potensi
Perekonomian Daorah

4 Mampu 4.1

mengembangkan
strategi  Pemetaan
Potensi
Perekenomian
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.2 Mengembangkan norma

4.3 Meningkatkan kapasitas

Mengevaiuasi teknik, metode
i ¢ yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik,  metode
strategi  Pemetaan Potensi
Perekonomian Daergh yang
lebih efektif dan efisien dar
berbagai kondisi stakehoider;

standar, kriteria, Pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif sera
monitoring evaluasi Pemetaan
Potensi Perekonomian Daerah;
dan

Pemangku kepentingan untuk
Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah yang
tepat untuk instansi dalam
menerapkan kebijakan,

12, Advokasi Kebijakan
Imu Ekonomi, bhaik
Makro maupun Mikro

4 Mampu 4.1

strategi advokasi
kebijakan iimu
ekonomi, baik
makro maupun
mikro  yang tepat
sesuai kondisi

4.2 Mengembangkan norma

4.3 Meningkatkan kapasitas

Mengevaluasi teknik, metode
Sirategi  advokasi vana- ada
saat inj menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta Mmengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi  advokasi kebijakan
itmu  ekonomi, baik makro
maupun  mikro yang lepm
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder;

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikasi Gan petaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan imu ekonomi, haik
makro maupun mikro; dan

pemangky kepentingan untuk




13, Advokasi Kebialan
Manajemen Studi
Pembangunan

Mampuy

mengembangkan
Strategi  advokasi
kebijakan
manajemen studi

pembangunan yang

tepat sesuai kondisi

4.2 Mengembangkan norma

4.3

Menmgkatkan

mengembangkan strategi
advokasi kebijakan  imy
ekonomi, baik makro maupun
mikro yang tepat untuk dirj
mereka sendiri

teinik, metode
strategi  advokasi yang ada
saat ini menganaiiisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai teknik,  metode
strategi  advokasi kebijakan
manajemen Studi
pembangunan yang Ilebih
efektf dan  efigien dari
berbagai kondisi stakeholder;

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring  evalyasi advokasi
kebijakan manajemen  studi
pembangunan; dan

Kapasitas
Pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan
manajemen studi
pembangunan yang tepat
untuk  difi  mereka iri
dalam menerapkan kebjakan.

14, Advokasi Kebijakan
Administrasi
Pemerintahan Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
administrasi
pemerintahan
daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1

4.2 Mengemaangxan norma

kabifaias, adiministasi
pemerintahan daerah; dan
4.3 Meningkatkan kapasitas

Mengevaiuasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta men

berbagai teknik, metode
strategi  advokasi kebijakan
administras; pemerintahan
daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monttoring evaluasi advokasi

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan
administrasj Demerintahan




daerah yang tepat untuk diri

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.
15, AGvOKas! kedijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaiuasi strategi
Otonomi Daerah mengembangkan advokasi yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Otonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang dijalankan dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang
4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meninakatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

2. Bidang Ilmu

Ekonomi / Manajemen / Teknik Sipil / Perencanaan Wilayah
dan Tata Kota / Administrasi Niaga

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat I1

Z. 1ERN®d

Manajemen
pemerintahan
daerah

Pengelolaan
keuangan daerah
Manajemen

gt iy SIS
Pengadaan barang/
jasa pemerintah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang

1. Memiliki

pengalaman
iahatan
bidang
pemerintahan/hu
kum/organisasi/p
erekonomian dan
pembangunan
secara kumulatif
paing Kurang b5
(lima) tahun

Aalam

atau
pernah
menduduki
jabatan

AL N W E s e




atau Jabatan
fungsional

jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)

tahun:
D, Pangkat i Pembina Tingket I/ (IV/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase Kebijakan bidang perekonomian yang
dikoordinasikan
2. Persentase koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan yang diselesaikan
3. Persentase Perangkat Daerah yang mampu menerapkan

SAKIP sesuai ketentuan
peningkatan kepuasan masyarakat terkait pelayanan
publik




Nama Jabatan :  STAF AHLI BIDANG PERCEPATAN
PENANGGULANAGAN KEMISKINAN DAN

INFRASTRUKTUR
Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan -

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang percepatan
penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur serta melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Integritas q Mampu 4.1 Menciptakan situast  kenja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

gt eda vaallyy,
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang

sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
SRk, Siithosilen Avilasngan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintearasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi



kesapakatan dengan
tujuan

kepentingan  UNtUK  tujuan |
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
tulisan formal,

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkan-langxan persama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil Mendorong unit| 41 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat instansi untuk
target yang mencapal  kinerja  yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;

sebelumnya

4.2

selaras  dengan  sasaran
strategis instansi;
4.3 Mendorong pemanfaatan

Memantau dan mengevaluasi
hasii kerja unitnya agar

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efislens! pancaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1 Memahami dan

lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenpgarakan oleh

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi orpanisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara Objektif, Gansparan,
dan professional dalam

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh

i"\C])CI l\.h Tyhina P \uuun; |




4.3

Kelompok/ partal poiitk;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kshiiakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannys secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi,

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
il'ngkungm. uln-\.
secara berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

I"\\.! Jannyor

8. Pengambilan keputusan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung risiko penyelesaian masalah yang
tinggi, melibatkan beberapa/seiuruh
mengantisipasi fungsi dalam orgarisasi;

dampak keputusan, | 4.2 Mengnasmxan  somst  gan |




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Hukum,
Pemerintahan dan
Politik

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

| efektifit=c

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang hukum,
pemerintahan  dan
politik.

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerianva yana
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Mengnisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan Lacatyan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
poniionion tuluza avaanisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi

terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui  kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
diau peruainati
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan
dan politik yang lebih efektif
dan efisien

142 Mamag manvacyn nedoman,

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan




4.3

Kebiakan  DIIang  hukum, |
pemerintahan dan politik.

Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari

stakeholder . terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebitakan bidang  hukum, |
pemerintahan dan
pembangunan, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
penyusunan kebijakan bidang
hukum, pemerintahan dan
politik.

11. Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
produk hukum
daerah.

4.1

4.2

4.3

Mengindentifikasi,
menganalisis kebijakan dan
produk hukum daerah seirta
pelaksanaannya,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan serta rekomendasi
perbaikannya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah,
meyakinkan  StakenOer  aan
shareholder terkait  untuk
menerima konsep, teori, dan
kebijakan yang dikembangkan;
Menjadi sumber rujukan
utama dalam implementasi
kebijakan dan pemecahan
masalah dalam penyusunan

produk hukum daerah.
12. Analisis Potensi Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
Ekonomi mengevaluasi pelaksanaan
pelaksanaan analisis identifikasi,mengklasifikasi,

potensi ekonomi

4.2

4.3 Mampu meyakinkan dan

dan penentuan sumber dava
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metoge gaiam
mengidentifikasi, mengklasifika
s, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk  dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas
SDM dakon onIngenalsis
potensi ekonomi;

memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis potensi ekonomi.

13. Analisis Pelaksanaan

Mampu

4.1

Mampu mengevaluasi




kebijakan  Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

Tata Pemenntanan mengevaluast pelaksanaan itentifikasi,
pelaksanaan  tata mengklasifikasi, dan
pemerintahan penentuan arah tata
Kabupaten pemerintahan untuk
Semarang dikembangkan serta menemuy

kenali kelebihan dan
ketemahan  pelaksanaan {ata
pemerintahan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan
menentukan penentuan arah
tata pemerintahan yang
potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis pelaksanaan tata

| pemerintahan;

4,3 Mampu meyakirkan @an
memperoleh  dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis  pelaksanaan tata
pemerintahan.

14. Analisis Kondisi Politik, Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
mengevaiuas | pelaxsanaan HenmKas),
pelaksanaan analisis mengklasifikasi, dan
kondisi politik penentuan kondisi politik dan
Kabuapten arah politik serta menemu
Semarang. kenali kelebihan dan

kelemahan kondisi politik saat
ini dan potensi kondisi polibik.
di masa depan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode daiam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan
menentukan ndisi politk dan
arah politk saat i dan
imengembangkan kapasitas
SDM dalam menganalisis arah
dan kondisi politik ke depan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
staxenower erkart  nasn
analisis untuk arah dan kondisi
politik ke depan.

15. Advokasi kebijakan Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

Otonomi Daerah mengembangkan yang  ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan

yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,

kekurangan berbagal metode

pedoman, dan/atau petunjuk




A. Pendidikan

1. Jenmjang

Sanana / Diploma IV

teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

)

. Bidang Ilmu

Ilmu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / Sosial
Politik / IImu Administrasi / Perekonomian

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

.\/

£, 1EKIIS

1. rFErancangar
Peraturan
Perundang-
undangan,

2. Pemerintahan
Daerah

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang

1. Memiliki

pengalaman
jabatan
bidang
huku/pemerintaha

ninnlitilk

dalam

kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

atau
pernah
menduduki
Jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling

e L ~
Py

B T

tahun:

carara |

D. Pangkat

Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
Penanggulangan Kemiskinan

2. Sinkronisasi palaksanaan program bidang Peningkatan

infrastruktur




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK

UNGGULAN DAERAH

JABATAN PIMPINAN TINGGI

KESEKRETARIATAN

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
pengembangan produk unggulan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Integritas

Mampu
menciptakan situasi
kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi  kenja
yang mendorong  seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi  nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

BeTem s - H
msElisun 2da recikp,

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga  tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
url, momberian delesngan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mamou
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis

4.1

Menaintearasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi




kesepakatan dengan kepentingan untuk  Tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
iangkan-rangkan persama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orlentasi pada hasil Mendorong upit; 4.1 Mendorong wunit keria di
kerja mencapai tingkat instansi untuk
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasii kerja unitnya agar
selaras  dengan  sasaran
strategis instansi; ‘

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi percaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi |
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara  objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh

kef:éi 1\.ingun 2l luuuq |




4.3

KelompoK/ partal poitik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebjjakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorang
rmanajemen
pembelajaran

4.1

4.2 Melaksanakan

4.3

Menyusun program |
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekftarannya S2CHTd |
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
iebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkuigan  wn
secara berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

net oy

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

dampak keputusan,

4.1

4,2

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalarm organisasi;

Menghasitkan  soust  dani




Y. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Hukum,
Pemerintahan dan
Politik

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitac

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang hukum,
pemerintahan  dan
politik.

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidana kerianva yana

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kaeztyan Aalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

prioinise sehann ~eaiyitisasE:

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
iender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4,1 Mampu melakukan evaluasi

terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui  kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
dugu Peiuainain
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan
dan politik yang lebih efektif
dan efisien

4.2 Mamou meonvoeun nedoman,

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan




4.3

kebjakan Digang  hukum,
pemerintahan dan politik.

Mampuy  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan  bidang  huium,
pemerintahan dan
pembangunan, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
penyusunan kebijakan bidang
hukum, pemerintahan dan
politik,

11. Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
produk hukum
daerah,

4.1

4.2

4.3

Mengindentifikast,
menganalisis kebijakan dan
produk hukum daerah serta
pelaksanaannya, j
menemukenali kelebihan dan
kekurangan serta rekomendasi
perbaikannya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah,
MEeyaKNKan  Stanenoiger  daf
shareholder terkait  untuk
menerima konsep, teori, dan
kebijakan yang dikembangkan;
Menjadi  sumber  rujukan
utama dalam implementasi
kebijakan dan  pemecaian

masalah dalam penyusunan

produk hukum daerah.
12. Analisis Potensi Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
Ekonomi mengevaluasi pelaksanaan

pelaksanaan analisis
potensi ekonomi

4.2

identifikasi,mengkiasifikasi,
dan penentuan sumber dava
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metoae aaram
mengidentifikasi,mengklasifika
s, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas
SOM dalen SSongancisis
potensi ekonomi;

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
analisis potensi ekonomi.

13. Analisis Pelaksanaan

4.1

Mampu mengevaluasi |




Tata Pemerintahan mengevaluasi pelaksanaan identifikasi,

pelaksanaan  tata mengklasifikasi, dan

pemerintahan penentuan arah tata
pemerintahan untuk
dikembangkan serta menemu
kenali keiebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan penentuan arah
tata pemerintahan  yang
potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan
kapasitas SPM dalam
menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
analisis pelaksanaan tata

pemerintahan.
14, Analisis Kondisi Politik. 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
‘ mengevaias pelaksanaan KIENUTIKas,
pelaksanaan analisis mengklasifikasi, dan
kondisi politik penentuan kondisi politik dan
arah polik seta menemu
kenali kelebihan dan

kelemahan kondisi politik saat
ini dan potensi kondisi politik
di masa depan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan

metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan

menentukan ndisi politk dan
arah politk saat ini dan
mengembangkan kapasitas
5SDM dalam menganalisis arah
dan kondisi politik ke depan;
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
staxenciaer  Terkan ndsi
analisis untuk arah dan kondisi

politik ke depan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otcnomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Otonomi kekurangan berbaga metode
Daerah yang tepat yang dijalankan dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang

berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,




teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah,

A. Pendidikan 1. Jenjang Sanjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu Iimu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / Sosial

Politik / IImu Administrasi / Perekonomian

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan v

Tingkat II

2. 1EKNIS 1. Perancanyan
Peraturan
Perundang- if
undangan,

2. Pemerintahan
Daerah

L =Fs § NEE By e

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
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bidang
huku/pemerintaha
n/politiv carara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki
japbatan
administrator v
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
b hboaid . o L Sode ) |

tahun:

D. Pangkat Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang produk
Unggulan daerah

3. Sinkronisasi pelaksanaan program Komoditi Unggulan




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

KESEKRETARIATAN

Membantu Bupati dalam memberikan telaahan dan kajian mengenai
pengembangan sumber daya manusia dan kebudavaan, agar mampu mempercepat

tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Mampu
menciptakan situasi
kerja yang
mendorong

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi  kerja
yang mendorong  seluruh

pemangku kepentingan
mematuhi  nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilki yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

meskipun 222 reciko,

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi |
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memoerikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

1. Integritas
2. Kerjasama
3. Komunikasi

Mambpu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintearasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




Kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan  untuk  wijuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keselurihan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

4,3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkan-langxan persama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 41 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat instansi untuk
target yailg mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang

melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.2

4.3 Mendorong

ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
has kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
eflsienst pencalan target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
Kebutuhar
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1 Memahami dan

lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh,

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisas
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secaia  objekuif, transparan,
dan professional dalam

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanhan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
Kepentimon 1 sy !




4.3

kelompok/ partai poltik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manaiemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4,2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang hersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman Ilainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekltarannya wara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya,

7. Mengelola perubahan

Memimpin

perubahan pada |

unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkungan Ui
secara berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

ne yoniyd

8. Pengambilan keputusan

Menyelesalkan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, | 4.2 Menghasikan  somsi  oan |




Y. Perekat Bangsa

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efextifitzs

Organisasi

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya vang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,

preferensi politik untuk

mencapai kelancaran

percapalan tuju2n organisasi;
4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial ekonomi,

l preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Sumber
Daya Manusia dan
Kebudayaan

4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang
Pengembangan
Sumber Daya

i Manust dan

Kebudayaan.

4.1 Mampu melakukan evaluasi

terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui  kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
atau pefatkan

teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan
dan politik yang lebih efektif
dan efisien

1.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja

yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan




4.3

kebijakan igang  hukum,
pemerintahan dan politik.

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijgkan  bidang  hukum,
pemerintahan dan
pembangunan, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
penyusunan kebiiakan bidang
hukum, pemerintahan dan
politik.

11. Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
produk hukum
daerah.

4,1

4.2

43

Mengindentifikasi,
menganalisis kebijakan dan
produk hukum daerah serta
pelaksanaannya, ‘
menemukenali  kelebihan dan
kekurangan serta rekomendasi
perbaikannya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah,
MeEyaKnmKan  saxenmoer gan
shareholder terkait  untuk
menerima konsep, teori, dan
kebijakan yang dikembangkan;
Menjadi  sumber  rujukan
utama dalam implementasi
kebijakan dan pemecahan
masalah dalam penyusunan
produk hukum daerah.

12. Analisis Potensi
Ekonomi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
potensi ekonomi

4.1

|42

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan

identifikasi, mengklasifikasi,
dan penantuan sumber daya
ekonomi yang potensial untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi
ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metoae galam
mengidentifikasi,mengklasifika
s, dan menentukan sumber
daya ekonomi yang potensial
untuk dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas
SDM  daiam  menganatisis |
potensi ekonomi;

4,3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
analisis potensi ekonomi.

13. Angalisis Pelaksanaan

4.1

P P— uasi |




‘Tata Pernerintahan mengavaluas) pelaksanaan oenttikasi,
pelaksanaan  tata mengklasifikasi, dan
pemerintahan penentuan arah tata

pemerintahan untuk
dikembangkan serta menemu
kenali kelebihtan dan
kelemahan pelaksanaan tatz |
pemerintahan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan
menentukan penentuan arah
tata pemerintahan  yang
potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait hasit
analisis  pelaksanaan fata
pemerintahan,

14. Analisis Kondisi Politik. Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
Mengevauas pesaxsanaan HOENOTIKas],
pelaksanaan analisis mengklasifikasi, dan
kondisi politik penentuan kondisi politik dan

arah politik serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan kondisi politik saat
ini dan potensl kondist politik
di masa depan;

4,2 Mampu menyusun teknik dan
metode dalam
mengidentifikasi,
mengklasifikasi, dan
menentukan ndisi politik dan
arah politk saat ini dan
mengembangkan kapasitas
SDM dalam menganalisis arah
dan kondisi politik ke depan;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
staKenower  terxam nasn
analisis untuk arah dan kondisi
politik ke depan.

15. Advokasi kebijakan Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan

kepijakan  Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

Kekurangan metode
yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda;

4,2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, Kkriteria,
pedoman, dan/atau petuniuk




A. Pendidikan

1. Jenjang

4.3

teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.
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D. Pangkat

Pembina Tingkat I / (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
Penanggulangan Kemiskinan

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang Peningkatan

infrastruktur




Nama Jabatan i SEKRETARIS DPRD

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan

Memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menetapkan program kerja.
berkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melakukan pengawasan ’
terhadap kepala bagian, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk,
menyelenggarakan pembinaan, mengajukan saran, melaporkan kegiatan dan l
melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan vang
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kena
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
fial, nomma, dan sitiiasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

masidpun 242 raciko,

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
iy, HkinuenRan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Menaintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran - dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
Kesepakatan gengan Kepentngan untuk  tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara




‘memngkatl-(an

kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan informasi

Keselurunan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formai;

secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil ketja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong wunit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapal kinerja yang
meiebihi target yang
ditetapkan; -
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja wunitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaisass,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepenungan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

143

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  wu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam

Angkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompaok/ partai politik;

Mencrapkan  Swategl  jangka |




panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
natral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisast untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan
unit kerja

pada

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Mermimpin  dan  memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menvyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tingg,
mengantisipasi
dampak keputusan,

membuat tindakan
pengamanan,

]

4.1 Menyusun

4.2

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kOMpiexs,  terkan  gengan |




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
hukum dan persidangan

mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efelktifitas
Organisasi
Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan hukum

dan persidangan
yang tepat sesuai

| KONGiSr

bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

43 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan

4.2 Mampu

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;
mendayagunakan |
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan crganisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang

4.1

agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

kelompok sasaran yang
berbeua

4.2. Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan hukum dan
persidanqaan

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan




hukum dan _persidangan

11, Manajemen SDM

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
ondiist.

4.1 Mengevaluasi strategi

Manajemen ASN yang ada
saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
difafanian dengan  kelompok|
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis strategi Manajemen
ASN;

4.3 Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebiiakan |
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.

12. Penyusunan risalah

dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian
produk-produk frukum

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma

' standar  prosedur

instrument
penyusunan risalah
dan kegiatan
persidangan  serta
pendokumentasian
produk-produk
hukum.

4,2 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan metakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
penyusunan risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum yang iebih
efektif/efisien;

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
penyusunan  risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum; dan

4.3 Mampu  meyakinkan  dan

memperoleh dukungan dari|
stakeholder pelaksanaan
penyusunan  risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
praduk hukum dan
memberikan bimbingan dan
fasilitas  Kepata  iro(dfisl
lain atau stakeholder terkait
penyusunan risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk _hukum.




[ 13. Pengelolaan Keuangan
Daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat nomMma
standar  prosedur
instrument
Pengelolaan
Keuangan Daerah

41 Mampu melakukan evaluasi

4,3 Mampu meyakinkan dan

e

terdadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali
keiebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara  kenja
pengelolaan keuangan daerah
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengeiolaan
keuangan daerah;

memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait

Pengelolaan Keuangan
Daerah.
14. Pengelolaan BMD Mampu 4.1 Mampu melakukan
mengevatuast  oan penyearasan  {narmonisast)
menyusun dengan peraturan perundang-

perangkat  norma
standar  prosedur
instrument

Pengelolaan BMD

4,3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh

undangan yang lain; mampu
merumuskan intisari dari suatu
kebijakan yang akan
memberikan dampak positif
dari maksud dan tujuan
kebijakan bagi instansi dan
masyarakat serta mampu
menetapkan untuk menjadi
draft/naskah final kebijakan
penyusunan Pengelolaan
BMD;
Menguasai kunci-kunci sukses
dalam implementasi suatu
kebijakan, dan menerapkan
praktek terbaik pendekatan
implementasi kebijakan,
mampu merumuskan  solusi
\eMmagap nNampItan  a3Em
implementasi suatu kebijakan
dan mengembangkan
pendekatan baru dalam
implementasi, dan mampu
memberikan dorongan dan
keputusan untuk

maningkatkan efektivitas
implementasi suatu kebijakan
penyusunan Pengelolaan
BMD;

dukungan dari




stakeholder dalam penetapan
kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan penyusunan
perencanaan  pembanguian
daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait kebijakan

Pengelolaan BMD.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah mengevaluasi  dan advokasi yang ada saat ini,
menyusun menganalisis kekuatan dan
perangkat norma kekurangan berbagai metode
standar prosedur yang dijalankan  dengan
instrument kelompok sasaran yang

berbeda

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Dipioma IV
2. Bidang Ilmu Imu Pemerintahan/ Hukum/  Administrasi Negara/
Administrasi Publik/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/
Manajemen
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
|_ingnat 1
2. Teknis Diklat legal drafting v
Diklat teknis terkait v
kesekretariatan
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabawn Kooiinis
bidang
kesekretariatan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
2. Sedano atau
pernah
menduduki v
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
I | JSigany anin ] I l 4|




madya  paing|
singkat 2 (dua)
tahun:

D._Pangkat

Pembina Tingkat I (IV/b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas hasil kajian yang digunakan sebagai bahan
perumusan kebijakan pengaggaran, legisiasi dan
pengawasan,;

2. Prosentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti
sebhagai keputusan kebijakan DPRD;

3. Prosentase perda yang terkaji/ ditetapkan;

4. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran kode etik
DPRD.




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

Memimpin dan melaksanakan koo
bidang pengawasan berdasarkan per

INSPEKTUR

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

JABATAN PIMPINAN TINGGI
PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

rdinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
aturan yang berlaku untuk mendukung kinerja

1. Integritas

Mampu
menciptakan situasi
kerja yang
mendorong

kepatuhan pada

wilel e ol
fads, NOIME, Ddi,

etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasl kera
yang mendorong  seluruh
pemangku kepentingan

mematuhi  nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi; :
Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

PP T P N SOt H
ISP ——— r2<iko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
uni, [Heriuerikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mambpu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan

kepentngan  untuk  tujuan

sebelumnya

tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang
mutidimensi dalam bentuk |

tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkan-angxan persama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kesaluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat instansi untuk
target yang mencaps  kinerja  yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;

4.2

selaras  dengan  sasaran
strategis instansi;
4.3 Mendorong pemanfaatan

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisienst pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari sy -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutunan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, cbjektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objekuy, ransparan,
dan professional dalam
lingkup organisasl;

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentinon w4 sy I




4.3

kelompok/ partai poiuik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyustin kebljakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
mangjemen
pembelajaran

4.3

4,1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, sera
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan !
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya sscara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkungas uin
secara berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

= jul 1 fﬂ

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
gompak Keputusan,

4.1

| 4.2

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghastxen SONISt

aan |




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
pengawasan
pemerintah

kebijakan
internal

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

P T
THTALI das

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategl advokasi
kebijakan
pengawasan internal
pemerintah

4.2 Mampu

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasl dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
da= kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujucn organisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode

strategi advokasi yang ada

saat ini menganaillisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan

berbagai  teknik, = metode
strategi aavoKast yang reoin
efektif dan efisien dan
berbagai kondisi stakeholder;

4,2 Mengembangkan norma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
Lomunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

4.3 Mendorong stakeholder untuk




mengembangkan strategt
advokasi yang tepat untuk diri
mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan.

11. Pengawasan
penyelenggaraan
urisan
daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun perangiat
nomma standar
prosedur instrument
pengawasan
penyelenggaraan
urusan  pemerintah
daerah

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara Kkerja
pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah
vang lebih  efektif/efisien
termasuk pengawasan internal
dan khusus;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kesja
yang dijadikan norma standar,
Prosequr, nistrurren
pengawasan penyelenggaraan
yrusan pemerintah  daerah
termasuk pengawasan internal
dan khusus;

meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan  darni
pelaksanaan
pelayanan komunikasi publik
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah  daerah
termasuk pengawasan internal
dan khusus.

12. Pengawasan

keuangan dan kinerja

perangkat daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur
instrument
pengawasan
keuangan dan

kinerja  perangkat

daerat

4.1

4.2 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem  cara |
kerja meanemuy kenall
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengawasan keuangan dan
kinerja perangkat daerah
yang febih efektif/efisien;
menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan keuangan dan !




4.3 Mampu

Kinerja perangkat aaeran;

meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
pengawasan keuangan dan
kinerja perangkat daerah.

13. Penyusunan

laporan

hasil pengawasan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma
standar  prosedur
instrument

penyusunan laporan
hasil pengawasan

4.1

4.2

prosequr, nstrumen
penyusunan  laporan hasil
pengawasa;n

4.3 Mampu meyakinkan dan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/  metodef
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
penyusunan laporan  hasil
pengawasan yang Iebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara ketja
yang dijadikan norma standar,

memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengembangan e-goverment,
dan memberkan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait

penyusunan laporan  hasil
pengawasan.
14, Pemantauan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
tindaklanjut hasil mengevaluasi  dan terhadap
pengawasan ?eﬁg:;i:rt‘ Horma teknis/metode/sistem cara
standar  prosedur :;2?)_ menemu kenali
nstrument ihan dan kekurangan
pemantauan  tindak melakukan pengembangan
ianjut hasil atau perpaan cara xena
pengawasan pemantauan tindaklanjut hasil

4.2

pengawasan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis. cara keria
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan pemantauan
tindaklanjut hasil
pengawasan,

| %3 tMEmpu  AIeyakmgan uail |




memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan informasi publik
dan memoernkan omoingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pemantauan tindaklanjut hasil

pengawasan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah mengembangkan advokasi yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan
kebijakan Otonomi kekurangan berbagai metode
Daerah yang tepat yang dijalankan  dengan
sesuai kondisi kelompok sasaran yang

berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jemang Sarana / Diploma [V
2. Bidang Iimu Ekonomi / Administrasi Negara / Hukum /Iimu
Pemerintahan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Tingkat II
2. 1EKNIS UiKigl [exnis rerkait \/
pengawasan
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
P s v

secara kumulatif
paling kurang 5

(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
mendidnki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
SII]l_.]!\dL rA \uua)

tahun:

i




D._Pangkat Pembiha Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
dan tata kelola administrasi keuangan;

2. Penurunan prosentase penyimpangan pengelolaan
keuangan.




Nama Jabatan KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kode Jabatan

Memimpin, merencanakan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan,
serta melakukan pengawasan, pengendalian dan koordinasi dibidang pendidikan dan Kebudayaan
sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati Bone Bolango berdasarkan ketentuan dan peraturan yang

berlaku agar kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkendali.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong

kepatuhan pada
nilai, norma, dan

L PP e

T, - :,:.. -

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
oodhis ‘
Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

Ak & e s

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan

kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseiuruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
muitidimensi dalam  bentuk
tulisan formak;

4,3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-tangkah Dersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja vang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebiht hasil kerja ditetapkan;

sebelumnya

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiansi pencalan target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesampatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1 Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

4,2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi  jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan

orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pernbelajaran

4.1 Menyusun

4,2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
himbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi,

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
ingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja,

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
darnpak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
meamutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan
bidang Pendidikan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efeldifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
kebijakan bidang
pendidikan yang

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
daty kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi sfrategi bidang
pendidikan yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
pendidikan.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri  dalam menerapkan
kebiiakan pendidikan.

11. Perencanaan
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan

Mampu
mengevaluasi
perencanaan
penyediaaan sarana
pendidikan

4,1

4.2 Mengembangkan

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi sarana  dan
prasarana yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan
kelompok  sasaran  yang'
berbeda.

norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan,
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam  penyediaan
sarana dan prasarana
pendidikan.

12. Perencanaan SDM

Mampu

4.1 Mampu

mengevaluasi

Pendidik dan mengevaluasi Perencanaan SDM  Pendidik
Kependidikan dan perencanaan SDM dan !(e%endidikan_ V?"f? ada
Pemenuhannya pendidik dan izg:én f;?c:" prgjyrgi?s i agg:
kependidikan  dan usia sekolah
pemenutiaimya 4.2 Mampu menyusun pedoman
dan petunjuk teknis
Perencanaan SDM Perxdidik
dan Kependidikan
4,3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dan
pemangku Kepenungan
terhadap Perencanaan SDM
Pendidik dan Kependidikan dan
pemenuhannya
13. Pembinaan Bahasa dan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Sasira mengevaluasi  dan terdadap
menyusun teknis/metode/sistem cara
perangkat ROIMmMa kerja menemu kenali kelebihan
standar prosedur dan kekurangan melakukan
Pembinaan Bahasa pengembangan atau perbaikan
dan Sastra cara kerja  Permnbinaan Bahasa |

4.2

dan Sastra

Mampu menyusun pedorman,
petunjuk teknis, cara kerja
vang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




4.3

pelaksanaan Pembinaan
Bahasa dan Sastra

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder
pelaksanaan

Bahasa dan Sastra.

Pembinaan

14. Analis Kelayakan
Pemberian Izin
Pendidikan Menengah
dan Khusus

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrumen
Kelayakan
Pemberian Izin
Pendidikan
Menengah dan
Khusus

norma
prosedur
Analis

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
Analis Kelayakan Pemberian
1zin Pendidikan Menengah dan
Khusus yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pelaksanaan Analis Kelayakan
Pemberian Izin  Pendidikan
Menengah dan Khusus;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan Analis
Kelayakan = Pemberian  Izin
Pendidikan  Menengah dan
Khusus.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

IImu Pendidikan/ Ilmu Kesenian/ Ilmu Kebudayaan/
Manajemen Pendidikan




B. Pelatthan 1. Manajerial

Petatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis

Diklat Pendidikan y
dan Kebudayaan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerjz

{lma) thun
2. Sedang atau
pernah
menduduki v
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

1. Memifiki ' v
pengalaman
jabatan dalam
bidang pendidikan
secara  kumuiatif
paling kurang 5

madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk. I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Peningkatan kualitas Pendidik, Sarana dan Prasarana
untuk Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pengembangan dan Pelestarian adat dan Kebudayaan




lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja Secara

keseluruhan

42

4.3

yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangikan
pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerfa secara keseluruhan.

4. Orlentasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sehelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unt  kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinetja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit  kerja  dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pefayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan memberj
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara

objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan pubiik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, Cidak  disknmnat, |




4.3

serta ntdak  terpengarun
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang vang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengarun Kepenangan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang

dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

4,1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organizosl;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
gy,

{

4,1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang

f




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kesehatan

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efaktifitas Crganisasi

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
kebijakan bidang
kesehatan yang
tepat sesuai kondisi.

4.2

4.3 Membuat

4.1 Menginisiasi dan

4.2 Mampu

4.3 Mampu membuat program

melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;
mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi bidang |

kesehatan yang ada saat ini,
menganalisis  kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

kelompok sasaran yang
berbeda.
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
kesehatan.




4.3

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri  dalam  menerapkan
kebitakan kesehatan.

frasilitas Kesehatan

mehyusun

perangkat norma
standar prosedur
kedayakan rumah

sakit dan fasilitas
kesehatan

11. Pengelolaan  sarana Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
dan prasarana mengevaluasi  dan terhadap teknis/metode/
kesehatan menyusun sistem cara kerja menemukan

perangkat  standar kelebihan dan  kekurangan
prosedur sarana dan dalam melaquan
e pengembangan atau perbaikan
prasaraid kesenatan pengelolaan  sarana  dan
serta prasarana yang lebih
mengkoordinasikan efektif/efisien;
penyelenggaraan 4.2 Mampu menyusun pedoman,
pelayanan petunjuk teknis, cara kerja
kesehatan vang vang dijadikan norma standar, |
komprehensif prosedur, instrumen dalam
standar pengelolaan sarana
dan prasarana kesehatan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pada pengelolasn
sarana dan prasaran kesehatan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
setiap unit linnya atau
stakeholder terkait
perngelolaan  sarana  dan
prasarana kesehatan;

12. Analisis Kelayakan Mampu 4,1 Mampu melakukan evaluasi
Rumah Sakit dan mengevaluasi  dan terhadap

4.2

4,3 Mampu

teknis/metode/sistem cara
keria menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja Studi
Kelayakan  Pelatihan  dan
produktivitas Tenaga Kerja
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen prosedur
kelayakan rumah sakit dan
fasilitas kesehatan;
meyaKinkan  gan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait prosedur
kelayakan rumah sakit dan
fasilitas kesehatan dan
memberikan bimbinaan  dan




tasilitasi kepada instans: setiap |
unit lainnya atau stakehoider
terkait  kelayakan rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan;

13. Analisis Kelayakan Izin
Farmasi, Alat Kesehatan
dan Makanan Minuman

Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

4,2 Mampu

4.3 Mampu  meyakinkan fan |

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /

sistem cara kerja
menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam

melakukan  pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan  Makanan
Minuman yang lebih
efektif/efisien;

menyusun
pedoman, petuniuk teknis.
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrument  Kelayakan Izin
Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman;

memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengembangan e-
goverment, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada mstansi tain
atau  stakeholder terkait
kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan  Makanan
Minuman;

i4. Perencanaan dan
Pengembangan SDM
Kesehatan

Manyxi
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma
standar  prosedur
instrument
perencanaan  dan
pengembangan SDM
kesehatan

1 4.1 Mampu

4.3 Mampu

melakukan
evaluasi perencanaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan, menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
perencanaan dan
pengembangan SbMm
Kesehatan;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen

perencanaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan,

mengkoordinasikan

pelaksanaan perencanaan dan




pengembangan SDM

Kesehatan.

Otonomi Daerah

15. Advokasi kebiiakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Menaevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas |
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sanjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Iimu Kesehatan/ Kedokteran/ Keperawatan/ Apoteker/
Kesehatan Masyarakat
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. 1eKnis UiKiat nesenatan v
| 3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang kesehatan
SECAIE  muanainYf
paling kurang 5
(lima) thun
2. Sedang atau
pernah
menduduki v
iahatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun: b
D. Pangkat Pembina (Iv/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas penyelenggaraan urusan dibidang kesehatan yang
meliputi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan
sumberdaya kesehatan.




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

JABATAN PIMPINAN TINGGI
KESEHATAN

Kelompok Jabatan :
Urusan Pemerintah £
Kode Jabatan :

Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan

bidang pekerjaan umum, Penataan Ruang dan perumahan rakyat
berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

mengendalikan kegiatan di

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan
nilai, norma,
etika organisaci

pada
dan

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi  nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

A PR P

2. Kerjasama

Membangun
komitmen
sinergi

tim,

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unil, memberiian dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

L

Mambpu

| mengemukakan |

4.1

Menaintearasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi




pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorang
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

dengan pihak lain  untuk

mendapatkan pemahaman
yang sama, Berbagi informasi
dengan pemangku

kepentingan untuk  tujuan
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

informasi
sacara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tufuan meningkatian
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3 Mewdorong pemanfaatan

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dart isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  vang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1 Memahami  dan

4.2

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
duva e, emmperbitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan  Stnta DOmyailan i




4.3

yang objektif, netral, tidak!
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapikan strategi  jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
- pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorang
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengerhangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
permbelataran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
MEMKIas Smu yern
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala:

Memimpin dan  memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit

ketja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
| ITsaan

yany |

4.1

dan/atau
RUHSED ¢

Menyusun
FIErITUSKat




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Pembangunan
Infrastruktur

Kebijakan

mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efaldifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
pembangunan
infrastruktur  yang
tepat sesuai kondisi

penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
funagsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan  solusi  dari

berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

4.2 Mampu

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi,

4.3 Mampu membuat program

4.1

yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi = advokasi
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kebijakan pembangunan |
infrastruktur;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
pembangunan infrastruktur.

11.Rancang bangun Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Infrastruktur ~ Jalan, mengevaluasi ketersediaan infrastruktur
m' Pelengkagan ketersediaan Jalan, Jembatan, dan

Infrastruktur Jalan, Bangunan Pelengkap serta
Jembatan, dan menemu kenali kelebihtan dan
Bangunan Pelengkap kekurangan ketersediaan
dan menyusun infrastruktur Jalan, Jembatan,
rancang  bangun dan Bangunan Pelengkap;

Infrastruktur Jalan, | 4.2 Mampu menyusun rancang
Jembatan, dan bangun Infrastruktur Jalan,
Bangunan Pelengkap Jembatan, dan Bangunan

Pelengkap;

4.3 Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan  Infrastruiktur
Jaian, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap.

12: Rancang Bangun Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Infrastruktur  Sumber mengevaiuasi ketersediaan Infrastruktur
Daya Air dan Saluran ketersediaan (bendungan, embung, saluran
Drainase infrastruktur Sumber primer dan tersier irigasi) serta

Daya Air dan saluran menemu kenali kelebihan dan
Drainase dan kekurangan ketersediaan
menyusun rancang infrastruktur Sumber Daya Air
bangun  konstruksi dan Saluran Drainase;
Sumber Daya Airdan | 4.2 Mampu menyusun rancang
Saluran Drainase bangun infrastruktur
(bendungan, embung, saluran
primer dan terster irigasi) dan
Saluran Drainase
4.3 Mampu meyakinkan dan




memperoleh  dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan infrastruktur
{bendungan, embung, saluran
primer dan tersier irigasi) dan
Saluran Drainase,

13. Rancang bangun
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap

Mampu
mengevaluasi
ketersediaan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap
dan menyusun
rancang bangun
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
ketersediaan infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap serta
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan ketersediaan
infrastruktur Jalan, Jembatan,
dan Bangunan Pelengkap,
Mampu menyusun rancang
bangun Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan Bangunan
Pelengkap;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan  Infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap.

14. Analisis Kelayakan Ijin
Usaha Pembangunan
Infrastruktur

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
kelayakan izin usaha
pembangunan
infrastruktur

4,1 Mampu

4.2

4.3 Mampu

mengevaluasi
pelaksanaan analisis perizinan
usaha pernbangunan
infrastrultur serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan analisis kelayakan
pemberian ijin usaha
pambangunan infrastruktur;

Mampu menyusun teknik,
metode, dan
mengembangkan  kapasitas
SDM dalam  menganalisis
kelayakan ijin usaha
pembangunan infrastruktur;

meyakinkés  wan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
anglisis pemberian ijin usaha
pembangunan infrastruktur.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dpaiankan gengan KeIrpuk |




daerah yang tepat sasaran yang berbeda;

sesuai kondisi. 4,2 Mengembangkan norma
standar. orosedur. kriteria.
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu Teknik Sipil/Teknik Industri/Arsitektur /Teknik Pengairan

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan v

Pratama

2. Teknis Diklat Manajemen

RONSUruKS: uarn v

Penataan Ruang

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
Didding DING TISIGa |
dan Cipta Karya
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun;

2. Sedang atau v
narnah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat £ (aua)
tahun;

D. Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan Kualitas konstruksi jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase,

dan penataan ruang.




Nama Jabatan KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA
Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Jabatan

Merumuskan dan mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan dibidang pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.

1, Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4,1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
rondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4,1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk

mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;
informasi
secara persuasif untuk

mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. QOrientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3 Mendorong

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang

ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

efisiens! pencalan target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - mempengaruhi organisasi

isu jangka paniang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.2

dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan cleh
instansinga  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai pofitik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
merhitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan
bidang Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
kebijakan bidang
Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga yang
tepat sesuai kondisi.

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi bidang
pendidikan yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan

kelompok sasaran yang
berbeda.
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk




mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendii  dalam  menerapkan
kebijakan Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga.

keplahragaan

11. Pengelolaan Destinasi Mampu 4.1 Mengevaluasi sarana dan
Wisata dan Pemasaran rengevaluasi prasarana yang ada saat ini,
Pariwisata Pengelolaan menganalisis  kekuatan  dan

Destinasi Wisata kekurangan berbagal metode
dan Pemasaran yang dijalankan dengan
Parmwisata KSIOMPOK SHSAran yang perneaa.
4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis Pengelolaan Destinasi
Wisata dan Pemasaran
Pariwisata
4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendin  dalam  Pengeniaan
Destinasi Wisata dan
Pengelolaan Pariwisata.

12. Pembinaan organisasi Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Kepemudaan dan . mengembang perencanaan, penyadaran,
Kepramukaan kan pelaksanaan, dan pengelolaan

perangkat kepemudaan dan kepramukaan

norma daerah serta menemu kenali

standar kelebihan dan kelemahan

prosedur dan pelaksanaan dan pengelolaan

mengevaluasi kepemudaan;

Teknik 4.2 Mampu menyusun metode/ teknik

pengelolaan pelaksanaan dan pengelolaan

kepemudaan kepemudaan serta  rencana

dan pengembangan pemuda dan
kepramukaan kepramukaan; dan

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh  dukungan dari

stakeholder terkait metodef

teknik pelaksanaan dan

‘ _ _peng m n

13. Pengelolaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi

Keolahragaan mengevaluasi Derenc&naan, g pelaksgija?r;
n aan, dan ina

pelaksanaan dan E:olg?\ragaan sertapemmenemu

pengelolaan kenali kelebihan dan kelemahan

pelaksanaan dan pengelolaan

keolahragaan;

4.2 Mampu menyusun metode/ teknik

pengelolaan dan pembinaan
serta serta rencana
pengembangan olahraga dan

organisasi keolahragaan; dan




4,3 Mampu

meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait metode/
teknik pengelolaan dan

pembinaan serta rencana
pengembangan olahraga dan
organisasi keolahragaan.

14. Pembinaan Kesenian
dan Pengelolaan
Cagar Budaya

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat noma
standar  prosedur
instrumen

pembinaan kesenian
dan pengelolaan
cagar budaya

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pembinaan kesenian
dan pengelolaan cagar budaya,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, mefakukan
pengembangan atau perbaikan
pembinaan  kesenian  dan
pengelolaan cagar budaya
vang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pelaksanaan pembinaan
kesenian dan  pengelolaan
cagar budaya;

meyakinkan ©  dan
memperoteh  dukungan  dari|
stakeholder pelaksanaan
pembinaan  kesenian  dan
pengelolaan cagar budaya dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pembinaan  kesenian  dan
pengelolaan cagar budaya

15, Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  ctonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi,

4.1

4.2

43

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi




daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Dipioma 1V
2. Bidang Ilmu Iimu Kesenian/ IImu Kebudayaan/ Manajemen Pariwisata
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Pelatihan o
pengemoanyan
pariwisata daerah
2. Pelatihan
manajemen
pariwisata daerah
3. Pelatihan
pengembangan dan
pemberdayaan
pemuda
4, Pelatihan
manajemen
olahraga
5. Diklat penaadaan
barang/ jasa
pemerintah
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki Vv
pengalaman
iabatar  dalam
bidang
kebudayaan dan
Pariwisata secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun
2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
Ehjary amn
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:
D. Pangkat Pembina Tk. I (IV/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas hasil penyusunan kebijakan Pariwisata dan
ekonomi kreatif

2. Pengelolaan Pariwisata dan Pembinaan Kesenian Dan
Ekonomi kreatif,

4. Meningkatnya pariwisata local.

5. Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pengembangan
pemuda.

5. Paningkatan kualitas pemberdayaan dan
pengembangan olahraga.

7. Peningkatan prestasi olahraga.

8. Peningkatan kualitas pengembangan infrastruktur Olah
Raga.




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL
JABATAN PIMPINAN TINGGI
KEPENDUDUKAN

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangand daerah
dan tugas Pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi

dan program Bupati serta berdasarkan peraturan yang berlaku untuk
mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
&tiks organisas’

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

R
G v e i

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

1. Integritas
2. Kerjasama
3. Komunikasi

Mambu
mengemukakan
pemikiran

4.1

Mengintegrasikan informasi-.
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk




kesepakatart dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

“kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

keseluruhan;

4,2 Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku

kepentingan sepakat pada
langkah-tangkan persamaj
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di

tingkat instansi untuk
; kineri

melebihi target yang

ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiens! pencalan target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif,  tanspacan,  dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh |
instansinya telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
Kepentinga: frivouy




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong

maadjemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4,2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisast;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan terrnasuk
memitigasi ristko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
bngkungan  uWR  Kevgonya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

8. Pengambiian keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
CAMPaK  KepLrusan, |

4,1 Menyusun

dan/fatau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Administrasi
Kependudukan dan
catatan Sipil

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

afaktifitas Organisasi |

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
Kebijakan
Administrasi
Kependudukan dan
catatan Sipil
yang tepat sesuai
kondisi

| 42 Mampu

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;
mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini  menganalisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder.

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta




4.3 Memampukan

montonng evaluasi advokasi |
Kebijakan Administrasi
Kependudukan dan catatan
Sipil,

stakehoider
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan Kebijakan
Administrasi Kependudukan
dan catatan Sipil.

11 Sistem
Administrasi
Kependudukan

Manajemen

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar prosedur
instrumen  sistem
manajemen
administrasi
kependudukan

4.1

4.2

‘ 4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
sistem manajemen
administrast  kependudukan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
sistem manajemen
administrast kependudukan
yang lebih efektif/ efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen sistem
manajemen administrasi
kependudukan;

meyakinkan  dan
memperofeh  dukungan dari
stakeholder terhadap sistem
manajemen administrasi
kependudukan;

12. Pengelolaan data
kependudukan

Mampu

mengevaluasi  dan |

menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur
instrumen
pengelolaan  data
kependudukan

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi

data
kependudukan, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan

melakukan pengembangan
atau perbaikan pengelolaan
data kependudukan

kependudukan yang  lebih
efektif/ efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengelolaan data
Repenauauxan;




43 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terhadap
pengeidiaan vaia
kependudukan serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait

pengelolaan data

‘ kependudukan;

13. Penyusunan Profil 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Penduduk Kabupaten mengevaluasi  dan Penyusunan Profil Penduduk
menyusun Provinsi, ~ menemu  kenali
perangkat  norma kelebihan dan kekurangan
cfoursiiiar prosedur melakukan ' pengembangan
; atau perbaikan Penyusunan
mstrumen Profil  Penduduk Kabupaten

Penyusunan  Profil yang lebih efektif/ efisien;
Penduduk Kabupaten | 4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Peryusunan Profil  Fenauduk

Kabupaten;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
Penyusunan Profil Penduduk
Kabupaten,

14. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok

| sesual kondisi. sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerahy;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

Ekonomi/ Administrasi Negara / Hukum /Ilmu Pemerintahan
/ Manajemen / Kebijakan Publik




B. Pelatihan (1. Manajerial Pelattan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis 1. Diklat teknis v
dalam bidang
kependudukan
dan  pencatatan
sipil

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kependudukan/ke
pegawaian secara
kumulatif paling
kurang 5 (lima)
tahun W

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang atn
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk.I (Iv/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
4. Remudahan daiam a0mWHStIas keperkiuaukan;
3. Rendahnya angka kesalahan dalam data kependudukan.




Nama Jabatan ¢ KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kelompok Jabatan ! JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Jabatan

Memimpin dan melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyusun serta
melaksanakan kebijakan daerah dibidang sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarakan SOP Dinas dan peraturan-peraturan
atau Undang-undang demi tercapai pemerintahan yang baik.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau |
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

‘ ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi |
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.




3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan

4.2

4.3

informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak fain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi

secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4. Orlentasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

Mendorong unit kera di

tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong
pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target.




7. Mengelola perubahan Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
perubahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk

memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kenja.

8. Pengambilan keputusan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung risiko penyelesaian  masalah yang
tinggl, melibatkan  beberapa/seluruh
mengantisipasi fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan  solusi dari
membuat berbagai masalah yang
Tindakan kompleks, terkait dengan
pengamanan; bidang kerjanya yang
mitigasi risiko berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya {mitigasi

risiko),




9. Perekat Bangsa

| 10. Advokasi kebijakan
Bidang Sosial,
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

| efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Bidang
Sosial, Pengendalian
Penduduk

Keluarga Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan anak.

4.1 Menginisiasi dan

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

43 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode

strategi advokasi yang ada saat
ini menganailisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
advokasi  kebijakan  Bidang
Sosial, Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak yang efektif
dan efisien dari berbagai kondisi

4.2 Mengembangkan norma

standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan  Bidang  Sosial,
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak.




4.3

Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
seria mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan Bidang
Sosiat, Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak.

11. Pemetaan Potensi Menyusun perangkat| 4.1 Mampu mengidentifikasi
Sumber Kesejahteraan norma standar kelemahan dan kekurangan
Sosial prosedur  instrumen pedoman, petunjuk  teknis

penerapan pelaksanaan Pemetaan Potensi
Pemetaan  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
Sumber 4.2 Mampu menyusun pedoman
Kesejahteraan Sosial petunjuk teknis dalam
penerapan Pemetaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial;
4.3 Memberikan bimbingan dan
fasilitasi dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
Pemetaan Potensi  Sumber
Kesejahteraan Sosial.

12, Penyusunan Program Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Kesehatan Perempuan mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
dan Anak menyusun cara kerja menemu kenali

perangkat nomma, kelehihan dan kekurangan
standar  prosedur, melakukan pengembangan atau
instrumen perbaikan cara kerja
Penyusunan Penyusunan Program
Program Kesehatan Kesehatan Perempuan dan

Perempuan dan anak

anak yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,

4.3

petunjuk teknis, cara kerja yang

dijadikan norma  standar,
prosedur, instrurmen
Penyusunan Program

Kesehatan perempuan dan
anak;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Penyusunan
Program Kesehatan
perempuan dan anak dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait




13, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi PPKBPA

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat, norma,

4,1 Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebithan dan  kekurangan

standar prosedur melakukan Komunikasi,
dan pedoman Informasi dan Edukasi KKBPK;
mekanisme 4.2 Mampu menyusun pedoman,
pelaksanaan petunjuk teknis, cara kerja yang
Komunikasi, dijadikan  norma  standar,
Informasi dan prosedur, instrumen
Edukasi PPKBPA pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KKBPK
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi PPKBPA,
14, Perencanaan Mampu 4.1 tI:?hrgg:p melakukan evaluasi
Pengendalian Penduduk mengevaluasi  dan teknis/metodeysistem cara kerja
menyusun menemu kenali kelebihan
perangkat  norma, Aan  kaburannan  melaknkan
standar  prosedur, pengembangan atau perbaikan
instrumen cara ketja pengendalian
perencanaan kuantitas  penduduk  dan
; pemetaan potensi
A R S g
‘ lebih efektif/efisien;
da. 2320 (45 Mampu menyusun pedoman,
potensi petunjuk teknis, cara kerja
pengendalian yang dijadikan norma standar,
penduduk prosedur, instrumen
pelaksanaan perencanaan
pengendalian penduduk,

4.3 Mampu meyakinkan dan

kuantitas  penduduk  dan

pemetaan potensi
pengendalian penduduk;

memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Perencanaan Pengendaiian
Penduduk dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait perencanaan
pengendatian kuantitas
penduduk dan pemetaan
potensi pengendalian
penduduk.




15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan  kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok
sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu IImu Pemerintahan/ Ekonomi/ Sosial/ Manajemen /Hukum /
Administrasi Negara
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis 1. Diklat Pekerja v
Sosial, Pelatihan
pengendalian Vv
penduduk

2. Diklat manajemen
rehabilitasi sosial,
Pelatihan
penyuluh keluarga
berencana

3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki 4
nennalaman

jabatan dalam
bidang sosial
secara kumulatif
paling kurang 5

(lima) tahun

2. Sedang atau
pernan v
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
By p——
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah KETENAGAKERJAAN DN KOPERASI DAN UMKM
Kode Jabatan

Membantu Walikota/Bupati dalam melaksanakan penyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja, Koperasi dan UMKM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi |

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondist;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;

Kinerja secara | 4.2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang

multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan

kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kera di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan  sasaran strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2
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Memahami dan  memberi
perhatian  kepada isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politikk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara

objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;
Menjaga agar kebijakan

pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tgak  rerpengarun
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang vang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka




jangka
dalam
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang
rangka

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Y. Perekat Bangsa

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

risiko).

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

aan Kesatuan aaram
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




10. Advokasi Kebijakan
Tenaga Kerja, Koperasi
dan UMKM

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  tenaga
kerja, Koperasi dan
UMKM  yang
tepat sesuai kondisi.

dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

4.3 Mampu

4.1

pencapaian tujuan organisasi;
membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini menganailisis kelemahan

dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strateqi
advokasi  kebijakan  bidang

tenaga kerja, Koperasi dan
UMKM vyang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakehoider.

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi

4.3 Memampukan

komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan bidang tenaga kerija,
Koperasi dan UMKM.

stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di

lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi

menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan bidang
tenaga kerja, Koperasi dan
UMKM.

11. Penempatan Tenaga
Kerja

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma
standar proseaur
instrument

4.1 Mampu melakukan evaluasi

terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengempangan
atau perbaikan cara kerja
Penempatan Tenaga Kerja
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,




4.3 Mampu

prosedur, instrumen
Penempatan Tenaga Kerja;
meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Penempatan
Tenaga Kerja dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Penempatan Tenaga
Kerja

12. Penilaian dan
Pengawasan Koperasi

Mampu
mengevaluasi,
menyusun

perangkat norma
standar prosedur
sistemy/proses
penilaian dan
Pengawasan
kesehatan koperasi
tingkat instansi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
sistem/proses penilaian dan
Pengawasan kesehatan
koperasi (permodaian,
kualitas, aktiva  produktif;
manajemen; efisiensi;
likuiditas; kemandirian dan

pertumbuhan; dan jatidiri
koperasi), menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
proses penilaian dan
Pengawasan kesehatan
koperasi menjadi lebih
effektif/effisien;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan

prosedur sistem/proses
penilaian dan Pengawasan
kesehatan koperasi  tingkat
instansi-

Mampu  meyakinkan  dan

mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder  terkait

sistem/proses penilaian dan
Pengawasan kesehatan
koperasi dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait sistem/proses penilaian
dan Pengawasan kesehatan
koperasi.

13. Pelatihan dan
produktivitas Tenaga
ketja

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur
instrument

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/ metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja  Studi Kelayakan
Pelatihan dan produktivitas
Tenaga Kerja vyang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedut, instrumen
pelaksanaan Pelatinan dan
produktivitas Tenaga Ketja;
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Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pelatihan dan produktivitas
Tenaga Kerja dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
tarkaijt Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerja.

14. Pengembangan
UMKM

Mampu
mengevaluasi,
menyusun  norma,
standar, prosedur,
pedoman dan
petunjuk teknis
Strategi
pengembangan
UMKM

ditingkat instansi

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi strategi
pengembangan UMKM yang
ada saat ini, menemu kenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan strategi
pengembangan UKM ditingkat
instansi;4.2 Mampu menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja

yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan;

Mampu menyusun
mengembangkan norma,
standar, prosedur, pedoman

dan petunjuk teknis strategi
pengembangan UKM ditingkat
instansi;

Mampu mengkoordinasikan
meyakinkan dan  mampu
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait strategi
pengembangan UKM  dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
strategi Pengembangan UKM.

15. Advokasi Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Hukum / Administrasi Negara / Ekonomi Manajeman /
Psikologi / Manajemen / Ilmu Pemerintahan / Teknik Industri
/ Teknik Mesin / Teknik Elektro
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan ‘ ‘ ‘
Kepemimpinan v

Pratama

[




2. Teknis 1. Pelatihan dasar Y
ketenagakerjaan

2. Pelatihan
Manajemen v
Perkoperasian;

3. Pelatihan
Pemberdayaan v
UMKM;

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki Vv
pengalaman
jabatan dalam
bidang
ketenagakerjaan
secara  kumulatif
paling kurang 5.
(lima) tahun

2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Presentase peningkatan kuaiitas layanan antar kerja

2. Kualitas kelembagaan, usaha dan kesehatan koperasi;

3. Presentase ketaatan perusahaan dalam menerapkan
norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja

4. Kualitas kelembagaan, usaha dan pertumbuhan Usaha
Kecii dan Menengah;




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah - KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Kode Jabatan :

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan Pertanian dengan cara
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas di bidang ketahanan

pangan dan Pertanian agar tercapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisas! Koraie

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

o' all= = |
Lo L S

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan Jdukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target

kerja organisasi.
3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
' mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku




kesapakatan den'gan

Kepentingan  untuk  tujuan |
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara | 4.2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang

multidimensi dalam  bentuk

tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-tangkan persama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit{ 4.1 Mendorong wunit kera di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasit kerja ditetapkan;
sebelumnya 4,2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiens! pencalan target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan  memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - mempengaruhi organisasi
isu jangka panjang, dalam hubungannya dengan
kesempatan, atau dunia luar, emmperhitungkan
kekuatan politik dan mengantisipasi dampak
dalam hal pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-
kebutuhan tugas pelayanan public secara
pemangky objektit, wansparan, dan
kepentingan  yang professional dalam lingkup
transparan, objektif, organisasi;
dan profesional 4.2 Menjaga agar kebljakan

pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh
instansinya  telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
Kepentingai pnwm,,




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadifkelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
mangiemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, temmasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  uiik  Keyyeiva
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risika
tinggi,
mengantisipasi

| CAmMpaK Kepurusan, |

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

preferensi politik.

kebijakan
Bidang Ketahanan
Pangan dan Pertanian

10. Advokasi

4

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi

kebijakan bidang
Ketahanan Pangan
dan Pertanian

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara kerja,
mengetahui  kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
Ketahanan Pangan dan
Pertanian yang lebih efektif dan
efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,




4.3

prosedur, kriteria pelaksanaan |

penyusunan kebijakan
Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

Mampu  meyakinkan  dan

memperclen dukungan dari
stakeholder terhadap
petaksanaan penyusunan
kebijakan Pertanian  dan
Ketahanan Pangan, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
penyusunan kebijakan bidang

Ketahanan Pangan dan
Pertanian.

1% Analisis Kelayakan Izin Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasl
Usaha Pertanian dan mengevatuasi terhadap

Peternakan

pelaksanaan analisis
perizinan dan
meyakinkan
stakeholder terkait
hasil analisis
kelayakan perizinan

teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja analisis kelayakan
izin usaha pertanian dan
peternakan yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu memberikan petunjuk

4.3 Mampu

telmis  dan  memecahkan
permasalahan dalam
pelaksanaan analisis perizinan;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
analisis kelayakan izin usaha
pertanian dan peternakan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi iain
atau stakeholder  terkait
analisis kelayakan izin wsaha
pertanian dan peternakan.

12. Pengendalian dan
penanggulangan
hama serta bencana
pertanian

Mampu
mengevaluasi  dan
memecahkan
masalah
pelaksanaan
pengendalian  dan
penanggulangan
hama serta bencana
pettanian

dalam

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/metode/sistem cara
keria menemu kenali kelebihan
dan keksrangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengendalian dan
penangguiangan hama serta
bencana pertanian yang lebih
efektif/efisien termasuk




4.2

4.3 Mampu

pengawasar imermat dan Knusus;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cars kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengendalian dan
penangguingan hama serta
bencana pertanian;

meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder pengendalian dan
penanggulangan hama serta
bencana pertanian dan
memberikan  bimbingan  dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengendalian
dan penanggulangan hama dan
bencana pertanian

13. Pengawasan
penggunaan sarana
prasarana pesrtanian dan
Peternakan

Mampu
mengevaluasi dan
memecahkan
masalah
pelaksanaan
pengawasan
penggunaan sarana
prasarana pertanian
dan Peternakan

dalam

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/metode/sistem cara kerja
menemu kenali kelebihan

dan  kekurangan melakukan
pengembangan a2t pervakan
cara kerja pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian dan Petermakan yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian dan Peternakan;
meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder pelaksanaan
pengawasan penggunaan sarana
prasarana pertanian dan
memberikan  bimbingan  dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakehowier terkax pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian dan Peternakan.

14. Peningkatan  produksi
Pangan, pertanian dan
Peternakan

Mampu
mengevaluasi dan
mermecahkan
masalah dalam
pelaksanaan
penyediaan
sarana dan
prasarana,
penyediaan
pangan, pertanian
dan Peternakan

4.1.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
€ara kerja menemiu
kenali kelebihan dan
kekurangan meiakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
peningkatan produksi
pangan, pertanian dan
peternakan yang lebih
efektif/efisien;




4.2. Mampu

4.3,

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
NoiMa  Stahdar, pProsecur,
instrumen peningkatan
produksi pangan, pertanian
dan peternakan

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
peningkatan produksi
pertanian dan pangan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
peningkatan produksi
pangan, pertanian dan

15. Advokasi kebijakan 4
Otonomi Daerah

| daerah yang tepat

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi

sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3 Meningkatkan

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebnakan otonomi daerah;
kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Pertanian /Teknologi Pertanian/Penyuluh dan Komunikasi
/Pertanian/Teknologi Industri Benih/Teknologi Industri
Pertanian/Iimu Hama dan Penyakit
Tumbuhan/Agrobisnis/Mikrobiologi Pertanian/Agronomi dan
Holtikultura, Peternakan
B. Peatinan | 1. Manajerial Pefatnan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Budidaya v
Perikanan
2. Diklat v
Pemberdayaea:

Nelayan kecil dan




usara keci
perikanan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v

2. Sedang atau

pengalaman
{abatan dalam
bidang Pertanian /
Teknologi
Pertanian/
Penyuluh dan
Komunikasi/
Pertanian/ v
Teknologi Industri
Benih/ Teknologi
Industri
Pertanian/ Ilimu
Hama dan
Penvyakit
‘tumbuhan;
Agrobisnis/
Mikrobiclogi
Pertanian/
Agronomi dan
Hottikuitura
SECAHa  munwcin
paling kurang 5
{lima) tahun

pernah
menduduki
iahag=an
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

T Pembina Tk, 1 (IV/b)

£. Indikator Kinerja Jabatan

1. Presentase peningkatan produksi pangan, pertanian dan
Peternakan;

2. Kecepatan pengendalian bencana (Penyakit/Hama)
terkait pertanian dan Peternakan.




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

KEPALA DINAS PERIKANAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI
PERIKANAN

’ Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong

kepatuhan pada
nilai, norma, dan

"
Bl I palllngd!

4.1

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

e

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
umit, memberikan dukungan ;
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseltruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan unmtuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalarn  bentuk
tulisan formal;

informasi
Secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
angkah-tangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
targat yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebefumnya

4.1 Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai ikinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektiftas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia lvar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan pubiik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebjakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, temmasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
keria,

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

dampak keputusan,

4,1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan
Bidang Kelautan dan

Perikanan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efeldifitas Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
kelautan dan
perikanan

4.2 Menghasilkan  solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait  dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang, |
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara kerja,
mengetahui  kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang kelautan dan perikanan
yang lebih efektif dan efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan




4.3

penyusunan kebijakan bidang
kelautan dan perikanan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang kelautan dan
perikanan, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan
bidang kelautan dan
perikanan.

11. Pembinaan

Nelayan

Kecil dan Pengelotaan
tempat pelayanan ikan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
kriteria dalam
melakukan

pembinaan  nelayan
kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan
ikan

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaiuasi
terhadap
teknis/metode/sistemn cara
kerja, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbatkan cara kerja
pembinaan nelayan kecil dan
pengelolaan tempat pelayanan
ikan yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pembinaan
nelayan kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan ikan;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pembinaan nelayan kecil dan
pengelolaan tempat pelayanan
ikan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pembinaan nelayan
kecil dan pengelolaan tempat
pelayanan ikan.

12. Pemetaan
kelautan
perikanan

potensi
dan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma
standar  prosedur,
kriteria Pemetaan

potensi kelautan dan
perikanan

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terdadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemukenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja terkait Pemetaan
potensi kelautan dan perikanan
yang lebih efektif dan efisien;




4.2 Mampu menyusun pedoman,

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pemetaan potensi
kelautan dan perikanan;

4.3 Mampu  meyakinkan dan

mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan
Pemetaan potensi  usaha
kelautan dan perikanan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
Pemetaan potensi kelautan
dan perikanan serta mampu
mengambil keputusan dalam
pemecahan masalah teknis
operasicnal yang timbul dalam
Pemetaan pofensi kedautan
dan perikanan.

13. Pemberdayaan Nelayan
Kecil dan Usaha Kecil
Perikanan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur,
kriteria program

pemberdayaan
nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/metode/ sistem cara
kerja, menemukan kelebihan
dan kekurangan, serta mampu
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan yang
lebih efektif dan efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan
pemberdayaan nelayan kedil
dan usaha kecil perikanan;

4.3 Mampu meyakinkan dan

mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan
pemetaan peluang investasi
usaha kelautan dan perikanan
dan memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi
fain atau stakeholder terkan
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan,
serta mampu  mengambil
keputusan dalam pemecahan
masalah teknis operasional
yang timbul daiam
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan.

14, Pengawasan
Pengelolaan Sumber
Daya Perikanan

Mampu  menyusun
konsep kebijakan dan
rekomendasi  terkait
pengawasan

4.1

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
intrumen pelaksanaan




Penangkapan ikan,
pengawasan
Pembudidaya  ikan
dan pengawasan
pengolahan hasil
perikanan

4.2

4.3

pengawasan Penangkapan
ikan, pengawasan
Pembudidaya ikan dan
pengawasan pengolahan
hasil perikanan mencakup
pengawasan asal bahan
baku yang masuk ke unit
pengolahan ikan (UPI);
Pengawasan penggunaan
bahan tambahan pangan
berbahaya pada produk
perikanan di UPI, sentra
perikanan, pasar tradisional,
pasar modern, dan
pemeriksaan dokumen
perijinan dan non perijinan
sektor perikanan;

Mampu mengevaluasi
penerapan standar
kompetensi dan kualifikasi
di  bidang pengawasan
Penangkapan ikan,
pengawasan Pembudidaya
ikan dan pengawasan
pengolahan hasil
perikanann, serta  mampu
menjadi mentor dan rujukan
penyelesaian masalah
perihal pengawasan
pengeloan hasil perikanan.
Mampu merekomendasikan
kebijakan hasit pengawasan
asal bahan baku,
pengawasan  penggunaan
bahan tambahan pangan
berbahaya, dan
pemeriksaan dokumen
perijinan non perijinan pada
UpPlL.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi  kebijakan
penyusunan
Advokasi  kebijakan
Otonomi Daerah

4.1 Mampu

4.2

melakukan
penyelarasan {harmonisasi)
dengan peraturan perundang-
undangan yang lain; mampu
merumuskan intisart darl suatu
kebijakan yang akan
memberikan dampak positif
dari maksud dan tujuan
kebijakan bagi instansi dan
masyarakat serta  mampu
menetapkan untuk menjadi
draft/naskah final kebijakan
penyusunan Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Menguasai kunci-kunci sukses




4.3

dalam
kebijakan,
praktek

implementasi
mampu
terhadap
implementasi suatu kebijakan
dan
pendekatan baru
implementasi,
memberikan
mengambil
meningkatkan
implementasi suatu kebijakan
penyusunan Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah.

Mampu
memperoleh  dukungan dari
stakeholder dalam penetapan
kebijakan dan pelaksanaan

kebijakan penyusunan
perencanaan pembangunan
daerah dan memberikan

bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait kebijakan penyusunan

implementasi  suatu
dan menerapkan
terbaik  pendekatan
kebijakan,
merumuskan  solusi
hambatan  dalam

mengembangkan
dalam
dan  mampu
dorongan dan
keputusan untuk
efektivitas

meyakinkan dan

Advokasi kebijakan Otonomi
Daerah.
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Ilmu Perikanan dan Kelautan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan Vv
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Budidaya v
FPErKdaridn
2. Diklat v
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan
| 3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang perikanan/
kelaitan  <ecara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun




2. Sedang atau v

pernah

menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahil

madya paling
singkat 2 (dua)

tahun:
D. Pangkat Pembina (1v/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

2. Peningkatan Kesejaiweraan Nelayan dan Petani Budidaya
Tkan




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi  nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resike.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3, Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong

4.1

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku




kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kera di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4,2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pencalan target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan  memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - mempengaruhi organisasi
isu jangka panjang, dalam hubungannya dengan
kesempatan, atau dunia luar, emmperhitungkan
kekuatan politik dan mengantisipasi dampak
dalam hal pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-
kebutuhan tugas pelayanan public secara
pemangku objektif,  transparan, dan
kepentingan  yang professional dalam lingkup
transparan, objektif, organisasi;
dan profesional 4.2 Menjaga agar kebijakan

pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

ketompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, temasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalckasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
keria

4.1

4,2

4.3

Mengarahkan unit keria untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tingai,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi kebijakan
bidang Perindustrian
dan Perdagangan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

Mampu

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
perindustrian  dan
perdagangan yang

tepat sesuai kondisi

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu mengevaluasi teknik,
metode strategi advokasi yang
ada saat ini menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mampu mengembangkan
norma, standar,  kriteria,
pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi bidang
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perindustrian dan
perdagangan yang efektif serta
monitoring dan evaluasi
advokasi kebijakan
pengembangan bidang
perindustrian dan

perdagangan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strateqi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan bidang
perindustrian dan
perdagangan;

11, Perencanaan
Pembanguanan Industri

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
perencanaan
pembangupan
industri

4.1 Mampu melakukan evaluasi

terhadap

teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja perencanaan

pembangunan industri  yang
lebit efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,

4.3 Mampu

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, ingtrymen
pelaksanaan perencanaan
pembangunan industri;
meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
peréncanaan  pembangunan
industri dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait perencanaan
pembangunan
industri.perijinan koperas.

12. Analisis Kelayakan Izin
IUI Kecil dan Menengah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat, norma,
standar  prosedur
instrument terkait
Pemberian izin IUI
kecil dan menengah
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4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pemberian izin IUI
kecil dan menengah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun padoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrument
pelaksanaan pemberian izin




4.3

IUI kecil dan menengah;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder pelaksanaan
pemberian izin IUI kedl dan
menengah dan memberikan |
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi fain atau stakeholder
terkait pemberian izin IUT kecil
dan menengah.

13. Analisis
Perizinan dan
Pendaftaran Usaha

Kelayakan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat, norma,
standar prosedur
instrument terkait
pembernian izin dan
pendaftaran usaha

4.1

4.2
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Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pemberian Izin dan
pendaftaran usaha yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pemberian izin
dan pendaftaran usaha;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pemberian izin IUI kecil dan
menengah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pemberian izin dan
pendaftaran usaha.

14. Pengawasan

Perdagangan dan
Perlindungan Konsumen

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat, norma,
standar  prosedur
instrument  dalam
pengawasan
perdagangan  dan
perlindungan
konsumen

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengawasan
perdagangan dan perlindungan
konsumen yang iebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
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petunjuk teknis, cara kera
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan pengawasan
perdagangan dan perlindungan
konsumen;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait strategi




stakeholder pelaksanaan

pemberian izin IUI  kecil dan

menengah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait
pengawasan perdagangan dan
perlindungan konsumen.

15. Advokasi kebijakan Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah 4 mengembangkan advokasiyang ada saat ini,
strategi  advokasi menganalisis  kekuatan  dan
kebijakan  otonomi kekurangan berbagai metode
daerah yang tepat yang dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar,  prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu Teknik Industri/ Manajemen Bisnis/ Pendidikan Tata Niaga/
Iimu Ekonomi/ Ilmu Bisnis
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Tekmis 1, Diklat Teknis
Perindustrian dan ¥
Perdagangan
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
perindustrian dan
perdagangan
secara kumulatif
paling kurang 5
(fima) tahun v
2. Sedang atau
pemah
menduduki
jabatan
administrator atau

j@batan rungsional

jenjang ahli madya

paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)




E,

Indikator Kinerja Jabatan

1. Persentase pertumbuhan industri dan perdagangan;
2. Persentase Kepuasaan Konsumen;
3. Kualitas kestabilan harga bahan pokok.




Nama Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTANAHAN DAN

PERHUBUNGAN
Kelompok Jabatan !  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : LINGKUNGAN HIDUP, PERTANAHAN DAN PERHUBUNGAN
Kode Jabatan -

Memimpin merumuskan, mengatur, membina, mengandalkan, mengkoordinasikan  dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas kedinasan untuk membantu kepala daerah

dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Pertanahan dan Perhubungan.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan

aBilog oo lim ) YomasAiog
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4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

candlion

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unik, moTeorikan dukungan [/
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiranfkonsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-iangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit! 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebalumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasit kerja unitnya agar selaras
dehgan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencalan target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan

[ pemangku

kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam fingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
palayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadif




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi  jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebjjakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, temasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi,

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tingqi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1

Menyusun dan/atau
mernutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebpakan
Perencanaan  dibidang
Lingkungan Hidup,
Pertanahan dan
Perhubungan
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membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
afaldifitas Organisasi

preferensi politik.

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
perencanaan
dibidang lingkungan
hidup, pertanahan
dan perhubungan

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Advokasi Kebijakan
dibidang Lingkungan Hidup,
Pertanahan dan Perhubungan
yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




Kebijakan dibidang
Lingkungan Hidup, Pertanahan
dan Perhubungan

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Advokasi Kebijakan Pelestarian
Lingkungan Hidup dan
memberikan bimbingan dan
fasilitast kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
Advokasi Kebijakan dibidang
Lingkungan Hidup, Pertanahan
dan Perhubungan

11. Pengelolaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Persampahan mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
menyusun cara kerja menemu kenan
perangkat  norma, kelebihan dan  kekurangan
standar  prosedur, melakukan  pengembangan
instrumen atau perbaikan cara kenja
Pengelolaan Pengelolaan Persampahan
Persampahan yang lebih efekdif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Pengelolaan Persampahan;

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Penempatan
Tenaga Kerja dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakehoider
terkait Pengelolaan
Persampahan.

12, Analisis Dampak Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi
Lingkungan mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
menyusun cara kerja menemu kenali
perangkat, norma, kelebihan  dan  kekurangan
standar  prosedur melakukan Pemenuhan
dan pedoman Analisis Dampak Lingkungan
mekanisme yang lebih efektif/efisien;
pelaksanaan Analisis | 4.2 Mampu menyusin pedoman,
Dampak Lingkungan petunjuk teknis, cara kerja

yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Analisis Dampak
Lingkungan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Analisis Dampak
Lingkungan dan rmemberikan




bimbingan dan fasiltasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Analisis Dampak
Lingkungan.

13. Manajemen lalu lintas

Mampu

mengevaluasi
menyusun

dan

perangkat norma
standar prosedur
Manajemen lalu

lintas

41

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
manajemen falu fintas yang
ada, menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
manjemen kerja menjadi lebih
effektiffeffisien

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan
prosedur, untuk rencana induk
jaringan LLAJ, perlengkapan
jalan,manajemen dan rekayasa
lalu lintas, analisa dampak ialu
lintas serta audit dan inspeksi
keselamatan LLAJ

Mampu  meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder  terkait
perubahan manajemen laiu
lintas dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada |
instansi lain atau stakeholder
terkait dalam menerapkan
perubatian dimaksud.

14. Pengawasan Pertanahan

Mampu
mengevaluasi

konhsep dan prosedur

di
pertanahan

bidang

4.1

4.2

Mampu melakukan evaiuasi
konsep dan prosedur di bidang
pengawasan  pembangunan,
kawasan permukiman, dan
perumahan serta menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan pengawasan
Pertanahan

Mampu  menyusun konsep
dan prosedur di bidang
pengawasan Pertanahan

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
konsep dan prosedur di bidang
pengawasan Pertanahan.




instansi lain atau stakeholder
terkait Manajemen
Pengelolaan Daya Dukung
Lingkungan, Petamahan dan
Perhubungan.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Perkebunan/

Kehutanan/
Pendidikan Lingkungan Hidup/ Pertanahan/ Perhubungan

Kesehatan  Masyarakat,/

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

| 4. TeKnS

1. UMt Redtjakan
Perencanaan
Lingkungan Hidup,
Pertanahan dan
Perhubungan

2. Diklat Kebijakan
Pembinaan dan
Pengawasan
terhadap izin
lingkungan Hidup,
Pertanahan dan
Perhubungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup
(PPLH)

3. Diklat Kebijakan
Persampahan

4. Diklat Bidang

5. UIKIGT vengeioiaan
Penghargaan
Lingkungan Hidup

6. Diklat Manajemen
Pengelolaan daya
DUKinng uait cara

I




Tampung
Lingkungan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

(lima) tahun
2. Sedang atau \4
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang anu

1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
ketenagakerjaan
secara  kumulatif
paling kurang 5

madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tk. I {IV/b)

E.

Indikator Kinerja Jabatan

1. Penghargaan Lingkungan Hidup (ADIPURA)

2. Kebersihan Lingkungan dan Vengetofaan Sampah
3. Pengelolzan Izin Pertanahan

4. Pengelolaan Manajemen Perhubungan Darat




Nama Jabatan KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Jabatan

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada

Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati serta berdasarkan peraturan yang berlaku untuk

mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
elika organisasi

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
Konaisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Beramn melakukan Korekst atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi  meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;

Kinerja SeCara | 4.2 mMenuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang

multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;




4.3 Menyampaikan

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuian meningkatkan

kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
crganisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

4.3

dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  udax  terpengarun
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka




jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efekiifitas urganisast

4,1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
uan Kesatuan gatam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




10. Advokasi Kebijakan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Tiyuh /
Desa

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
pemberdayaan
masyarakat dan
tiyuh/oesa yang
tepat sesuai kondisi

dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

43 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini  menganailisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
TeKniK, metoae strategr
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder.

4.2 Mengembangkan norma
standar, kntera, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kehijakan pemberdayaan
masyarakat dan desa/tiyuh.

4.3 Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk

menerapkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat
dan desa/tiyuh.

11. Pemetaan potensi

Tiyuh / desa

Menyusun  petunjuk
teknis dan prosedur
pemetaan potensi
Tiyuh/desa

4.1 Mampu mengevaluasi hasil
pemetaan potensi  desa
(potensi  alam,  ekonomi,
sosial, budaya), teknik metode
pemetaan dan menemukenali
kelemahan dan kelebihan
proses pemetaan  potens
desa;

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemetaan




potensi desa dan menyusun
petunjuk teknis/prosedur
pemetaan potensi desa;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
pemetaan potensi desa dan
program pembangunan desa,
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
terkait dengan pelaksanaan

pembangunan desa.

12. Fasilitasi kerja sama
antar Tiyuh / desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan  dan
ményusun petunjuk
teknis  kerjasama
antar desa

4,1 Mampu mengevaluasl
pelaksanaan kerjasama antar
desa dan menemukenali
kelemahan dan  kelebihan
efektifitas kerjasama antar
desa;

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode kerjasama antar
desa dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur kerjasama
antar desa;

4.3 meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakehoider
terkait dengan program
kerjasama antar desa, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi terkait
dengan kerjasama antar desa,

13, Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
tiyuh/desa

Mampu
mengevaiuasi
pelaksanaan
administrasi
pemerintahan desa
serta menyusun
petunjuk teknis
admiinistrasi desa

4.1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan administrasi
pemerintahan desa dan
menemukenali efektifitas
penyelenggaraan administrasi
desa;

4.2 Mampu membuat perbaikan
penyelenggaraan  administrasi
desa dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur  administrasi
desa;

4.3 Mampu meyakKan aan
mempercleh dukungan dari
stakeholder terkait
penyelenggaraan administrasi
desa, serta memberikan
bimbingan dan fasliltasi kepada
perangkat desa terkait dengan
penyelenggaraan administrasi

desa,
14. Pemberdayaan lembaga Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
masyarakat desa mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan

pelaksanaan  dan
menyusun petunjuk
teknis
pemberdayaan

lembaga masyarakat desa dan
menemukenali kelemzhan dan
kelebihan efektifitas lembaga
desa;




lembaga
masyarakat desa

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemberdayaan

masyarakat desa dan
menyusun petunjuk
teknis/prosedur
pengorganisasian dan
penatalaksanaan lembaga
masyarakat desa;

4.3 meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
terkait dengan program
pemberdayaan lembaga
masyarakat desa, serta

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada perangkat desa
dan pengurus lembaga terkait
dengan pemberdayaan
lembaga masyarakat desa,

Otonomi Daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Sarjana / Diploma IV

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonom caeran;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri
menerapkan

otonomi daerah.

dalam
kebijakan

2. Bidang Ilmu

Ilmu Manajemen / Pemerintahan / Administrasi Negara /
Hukum/ Sosiologi/ Sosiatri/ Kesejahteraan Sosial

B. Pelatihan 1. Manaijerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

\/

2. Teknis

Diklat Masyarakat
Tiyuh / Desa

Diklat Keuangan
Tiyuh / Desa

Diklat teknis terkait
pemberdayaan

masyarakat dan
desa

v
Vv
v

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan
bidang

dalam




paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah v
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli

pemenntahan/kes
ejahteraan
sosial/pemberday
aan  masyarakat
secara kumulatif

madya paling
singkat 2 (dua)

tahun
D. Pangkat Pembina (1V/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Tingkat efektifitas pemberdayaan lembaga
masyarakat desa.




Nama Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Kelompok Jabatan ¢ JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Kode Jabatan

Merencanakan ,Membagi Tugas Memberi Petunjuk, Mengatur Bawahan dalam Mendukung Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Menyediakan ,Mengkoordinasikan
dan Kerjasama dengan Instansi terkait Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Aga

tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terselenggara dengan baik sesuai sasara
yang telah ditetapkan.

1. Integritas b Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika onganisasi rondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas |
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko,
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /|
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4,1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

nntiik mendnrann rdennan nemannkii



kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan

kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
muitidimensi  dalam  bentuk
tulisan format;

informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-fangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3 Mendorong

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami  dan memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - mempengaruhi organisasi
isu jangka panjang, dalam hubungannya dengan
kesempatan, atau dunia luar, emmperhitungkan
kekuatan politik dan mengantisipasi dampak
dalam hal pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-
kebutuhan tugas pelayanan public secara
pemangku objektif, transparan, dan
kepentingan yang professional dalam lingkup
transparan, objektif, Qrganisasi;
dan profesional 4.2 Menjaga agar kebijakan

pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
mamihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/




4.3

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pernangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pedatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara herkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja,

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Penanaman Modal,
Pelayanan terpadu satu
pintu

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

Mampu
mengembangkan
strategi  Kebijakan
Penanaman Modal,
Pelayanan terpadu
satu pintu yang
tepat sesuai
kondisi

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan [atar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu mengevaluasi teknik,
metode strategi advokasi yang
ada saat ini menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi Kebijakan
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintu yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mampu mengembangkan
norma, standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis




pelaksanaan  advokasi  yang
efektif serta monitoring dan
evaluasi advokasi Kebijakan
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintu;

4.3 Memampukan stakehoider
untuk mengembangkan
strategi  advokasi Kebijakan
Penanaman Modal yang tepat
untuk dii mereka sendiri,
mengidentifikasi hambatan
dilingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
mensrapkan Kebijakan
Penanaman Modal;

11. Pemetaan Potensi
Investasi

Mampu

mengembangkan
perangkat  norma
standar  prosedur
dan  mengevaluasi
Pemetaan  Potensi
Investasi

4.1 Mampu melakukan evaluasi
proses perijinan koperasi yang
ada saat ini pada tingkat
instansi, menamu  kenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau  perbaikan Pemetaan
Potensi Investasi menjadi lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk  teknis Pemetaan
Potensi Investasi;

4.3 Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakehoider terkait
Pemetaan Potensi Investasi.

12, Promosi  Penanaman
Modal, Pelayanan terpadu

satu pinti.

Mampu
mengevaluasi,
menyusun
perangkat noma
stardar  prosedur,
system/proses
Penanaman Modal,
Pelayanan terpadu
satu pintu.

4.1 Mampu mengevaluasi
teknis/metode/sistem Promosi
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintu menemu
kenalt kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
Promosi Penanaman Modal
yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan Promosi
Penanaman Modal, Pelayanan
terpadu satu pintt.

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Promosi




serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Promosi Penanaman Modal.

13. Analisis
perizinan
nonperizinan
penanaman modal.

kelayakan

dan

Mampu
mengevaluasi teknis
dan metode analisis
kelayakan perijinan
nonperizinan
penanaman modal.

4.1

4.2 Mampu

4.3 Mampu

Mampu mengevaiuasi teknik
metode analisis  kelayakan
perizinan dan nonperizinan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik metode analisis
kelayakan;

mengembangkan
teknik pengumpulan
pengolahan dan penyajian data
perizinan dan nonperizinan di
bidang penanaman modal dan
PTSP untuk pemanfaatanya
yang lebih effisien;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap hasil
analisis kelayakan perizinan
dan non perizinan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
perizinan dan non perizinan
penanaman modal.

14, Pengendalian
pelaksanaan
Penanaman Modal

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengendalian
pelaksanaan
penanaman modal,

norma
prosedur

4.1

4.2

43

Mampu mengevaluasi
teknis/metode/sistem
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja  pengendalian
pelaksanaan penanaman
modal yang lebih efektif/efisien
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap sistem

ndalian penanaman




modal serta  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan

penanaman modal

Otonomi Daerah

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

maaya panny
singkat 2 (dua)
tahun:

A. Pendidikan 1. Jenjang Sanana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan/ Manajemen/ limu Pemerintahan/
lImu Administrasi/ Hukum
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis | 1. Diklat Manajemen |
Penanaman v
Modal
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
Penanaman Modal
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli




D. Pangkat

Pembina Tk. I (Tv/b)

E.

Indikator Kinerja Jabatan

1. Prosentase peningkatan nilai penanaman modal dan
Investasi Daerah;

2. Kualitas atau tingkat kepuasan stakeholder terhadap
Layanan perijinan dan non perizinan terpadu;

9. Presentase peningkatan kualitas Pelayanan,




Nama Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG KETENTERAMAN DAN KET ERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Jabatan

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan  dan
mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

penegakan peraturan daerah menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan
penaggulangan Kebakaran.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika orgamsas Konaist; ‘

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yana
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang |
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertunis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;




“Kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
muitidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasi uRtuK

mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama

dengan tujuan meningkatkan

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku _
kepentingan vyang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

memberj
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan |
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif,  transparan, dan
protessional  dalam  Ingkup |
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
mswansinya  tan  seraras |

4.3

dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribady/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan daiam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak




terpengaruh
pribadi/kelompok.

kepentingan

-

6. Pengembangan din dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
aierapkan secara axkur ai
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubanan selaras antar uit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk

4.1

4.2

4.3

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapay/seiuruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
hidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk




10. Pengendalian Ketertiban
Umum

meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pengendalian
ketertiban umum

4.2

4.3

4.1

4.2

4.3

senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan  menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
nerbedaan latar  belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tuiuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja dan menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
pelaksanaar rengenaatan
Ketertiban Umum;

Mampu  menyusun  teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
Penyendailan Ketertiban
Umum;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terkait
pengembangan teknik.
metode, dan kapasitas SDM
Pengendalian Ketertiban
Umum.

11. Penanganan dan
nengendalian
Kebakaran

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma standar
prosedur instrument
Kemampuan
mengumpulkan
/mengidentifikasi
semua usaha yang
dilakukan untuk
mencegah,
menyiagakan,
memadamkan dan
penanganan akibat
kebakaran

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem  cara
kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan  pengembangan
atau perbaikan cara keria
Penanganan dan
pengendalian Kebakaran dan
penyelamatan Korban yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen
Penanganan dan
pengendalian Kebakaran;




4,3 Mampu meyakinkan dan
mempercleh dukungan dari
pengendalian Kebakaran dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder terkait
Penanganan dan
pengendatian Kebakaran
otonomi daerah.

12. Pemetaan Potensi 4 Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Kerawanan Pelanggaran pelaksanaan terhadap
Ketertiban Urmum Pemetaan Potensi teknis/metode/sistem
Kerawanan pengumpulan,  pengolahan,
Pelanggaran dan analisis Pemetaan Potensi
Ketertiban Umum Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;

4.2 Mampu menyusun teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam

memetakan rOtens:
Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
Stakenoiaer  terxkaw nasii
pemetaan potensi kerawanan
pelanggaran ketertiban umum.

13. Pemetaan potensi 4 Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
bahaya kebakaran pelaksanaan _ terhadap
Pfemetaan  Potensi teknis/ metodey sistem
bahaya kebakaran pengumpulan,  pengolahan,

dan analisis Pemetaan Potensi
bahaya kebakarar;

4.2 Mampu menyusun  teknik,
memde, dan mengembengkan
kapasitas SDM dalam
memetakan Potensi bahaya
kebakaran;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait hasil
pemetaan potensi bahaya

kebakaran.

14, Penyuluhan pencegahan 4 Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
kebakaran dan _ pelaksanaan efektifitas penyuluhan
pelanggaran ketertiban penyuluhan pencegahan kebakaran dan

pencegahan pelanggaran ketertiban;

kebakaran dan | 4.2 Mampu menyusun  teknik
pelanggaran metode / media penyuluhan
ketertiban yang lebih efektif dan efisien

terkait pencegahan kebakaran
dan pelanggaran ketertiban;
4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap metode
| | i cart meqia penyurunan |




pencegahan kebakaran dan
pelanggaran ketertiban serta
meningkatkan kapasitas SOM
penyuluhan.

15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi

sesuai kondisi.

advokasi
i kebiiakan otonomi
daerah yang tepat

4.1

4.2 Mengembangkan

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Soslal / Komunikasi

Iimu Hukum / Pemerintahan / Administrasi Negara / Ilmu

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan

Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

Massa

Diklat Pengendalian

Diklat Penyidik

( PPNS)

pegawai negeri sipil

Diklat Pemadam

Diklat Dasar Pol-PP

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman

bidang

jabatar daizom

kepamongprajaa/|
inmas/pemadama
n/kebakaran
secara kumulatif
PG Mnliy o
(lima) tahun
Sedang
pernah
menduduki
jabatan
administraus atad
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun

atau

| D. Pangkat

| Pembina (IVv/a)




E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Ketertiban Umum;
2. Penurunan Pelanggaran Perda;
3. Penurunan Kasus Kebakara



Nama Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah ) KOMUNIKASI
Kode Jabatan i

Memimpin dan melaksanakan pengendalian program dan kegiatan di bidang
Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Informasi Publik, Pengelolaan
Data Elektronik sesuai prosedur dan ketentuan vang berlaku dalam rangka
mendukung kelancaran kegiatan operasional unit di lingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kena yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
atika organisas! ; kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit

komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memioaikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku

dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
muitidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
Ketja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3 Mendorong

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil keria unitnya agar selaras
dengan  sasaran  strategis
instansi;

pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan

4.2

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
Iugas peiayanan public secaa
objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
Sefta  EBGAK  efpefiganuf |




4.3

kepentingan "~ prwaay
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangky kepentingan datam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kefompok. '

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendoreng
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk |
iebth siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara ontif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
menganustpas:

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
TUNGS QAN Organsast; [




dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari

membuat tindakan berbagai masalah yang
pengamanan; kompleks, terkait dengan
mitigasi risiko bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;
4,3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).
T T T R B R R B s
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi

perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan B Mampu melakukan | 4.1 Mampu melakukan
Bidang Komunikasi dan harmonisasi penyelarasan  (harmonisasi)
Informatika kebijakan, dengan peraturan

meningkatkan perundangundangan yang lain,
efektivitas mampu merumuskan intisari
implementasi, dari suatu kebijakan yang akan
monitoring dan memberikan dampak positif
evaluasi  Advokasi dari maksud dan tujuan
Kebijakan  Bidang kebijakan bagi instansi dan
Komunikasi dan masyarakat serta mampu
Informatika menetapkan untuk menjadi
draft/naskah final suatu

kebijakan;
4.2 Menguasai kunci-kunci sukses




dalam implementast suatu
kebijakan, dan menerapkan
praktek terbaik pendekatan
implementasi kebijakan,
mampu  merurnuskan  solusi
terhadap  hambatan  dalam
implementasi suatu kebijakan
dan mengembangkan
pendekatan baru dalam
implementasi, dan mampu
memberikan dorongan dan
mengambil keputusan untuk
meningkatkan efektivitas
implementasi suatu kebijakan;

4.3 Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
langkah-langkah tindak lanjut
dari  hasil monitoring dan
evaluasi.

11. Pengelolaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
komunikasi dan mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
informasi Publik menyusun cara kera menemu kenali

perangkat  norma kelebihan dan  kekurangan|
standar  prosedur melakukan pengembangan
instrument atau perbaikan cara kerja
Pengeiolaan Pengelolaan komunikasi dan
kormunikasi dan informasi Publik yang lebih
informast Publik efektiffefisien;

4,2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pengelolaan
komunikasi dan  informasi
Publik;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakehoider pelaksanaan
Pengelolaan  komunikast  dan
tnformasi Publik

12. Pengelolaan nama Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
domain dan sub mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
domain menyusun cara kerja menemu kenali

perangkat norma kelebihan dan  kekurangan )
standar  prosedur melakukan pengembangan
instrument atau perbaikan cara kerja
Pengelolaan nama Pengelolaan nama domain dan

domain dan sub
domain

sub domain yang lebih
efektif/efisien;




4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pengelolaan
nama domain dan sub domain;
Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakehokder pelaksanaan
Pengelolaan nama domain dan
sub domain.

13. Pengelolaan Teknologi Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi
dan Informatika mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/sistem
menyusun cara kerja menemu kenali
perangkat  nomma kelebihan dan kekurangan
standar prosedur melakukan pengembangan
instrument atau perbakan caa kerja
pengelolaan pengelolaan teknologi,
teknologi dan informatika dan manajemen
informatika data yang lebih efektif/efisien;

42 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kera
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
teknoiogi, informatika dan
manajemen data;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasiiitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data.

14. Pengembangan E- Mampu 4.1 Mampu  melakukan  evaluasi
goverment mengevaluasi  dan terdadap teknis/metode/ sli(ster?
cara kerja menemu kenali
menyusun kebbihann dan kekurangan
perangkat  norma melakukan pengembangan
standar  prosedur atau perbakan cara kerja
instrument pengefnbangan 4
pengembangan e- yang lebih efektif/efisien;
goverment 4.2 Mampu menyusun pedoman,

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




pelaksanaan pengembangan e-
government;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoien  Gukungan  dan
stakeholder pelaksanaan
pengembangan e-goverment,
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait

pengembangan e-government.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok
sesudi kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah:

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarnjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu Sosial/Teknik Informatika/Teknik Elektro/ Ilmu Komunikasi/
Teknologi Informasi/ Manajemen Informatika/
Telekomunikasi
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
rFiataina
2. Teknis 1. Diklat  Teknologi
Informasi dan v
Komunikasi
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pmlyo;u..m.'.
jabatan dalam
bidang
komunikasi  dan
informasi  publik,
statistik secara
leniminlatif nalinn
kurang 5 (lima) v
tahun
2. Sedang atau
pernah




menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
SIGKaL 2 (Lua)

tahun:
D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualtas kepuasan penyelenggaraan TIK dalam

pelayanan publik administratif;

2. Kualitas pemanfaatan layanan publik administratif
berbasis TIK;

3. Tingkat Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran
komunikasi informasi dan media massa yang digunzakan
oleh Pemerintah.




Nama Jabatan :  KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah :  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kode Jabatan :

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan
dan kearsipan berdasarkan prosedur yang ada agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien.

1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
etika organisas! kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ol o~ il
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2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4,2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit keria lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, membertkan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi ! 4 Mampu | 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi

untuk  mendorong dengan pemangku




kesepakatan dengan |

kepentngan  untuk  tujuan

tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara | 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam  bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-tangkan persama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat instansi untuk
target yang mencapal  kinerja  yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;

sebelurmnya

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemantaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencalan target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara
objektif, ansparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan pleh |
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh

] Kepentinga.. oy |
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4.3 Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kehijakan dengan,
mengikuti standar objektf,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
mianajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman [lainhya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4,2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya zacara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program ]

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4,1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fngkungah Uk rooilya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
keria,

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi

| GAMPAK_ Keputusan,

4,1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

l




| 9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebpakan
Bidang Perpustakaan
dan Kearsipan

membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengevaluasi,
mengembangkan
dan menyusun
strategi advokasi
kebiiakan di bidang
Perpustakaan  dan
Kearsipan

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar  belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi,

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

41 Mampu melakukan evaluasi

terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan  kekurangan
dalam melakukan

pengembangan atau perbaikan
cara kerja Advokasi kebijakan

bidang  Perpustakaan dan
Kearsipan yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen




pelaksanaan Advokasi bidang
Perpustakaan dan Kearsipan;
4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
Advokasi Perpustakaan dan
Kearsipan serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Advokasi bidang
perpustakaan dan kearsipan;

10. Pengelolaan
Perpustakaan

Mampu
mengembangkan
perangkat  norma
standar prosedur
dan mengevaluasi
Pengelolaan
Perpustakaan

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
pengelolaan Perpustakaan dan
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan nomma standar,
prosedur, instrumen dalam
standar pengelolaan
Perpustakaan;

43 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pada pengelolaan
Perpustakaan;

12. Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah
Kuno

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
Kelayakan
Pelestarian  Koleksi
Nasional dan Naskah
Kuno

41 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam mkakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Studi Kelayakan
Pelestarian Koleksi Nasional
dan Naskah Kuno yang lebih
efektif/efisien;

42 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen prosedur
Kelayakan Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperolen aukungan aan
stakeholder terkait prosedur
Kelayakan Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi

i f@innya  awau  stakelwsaer




terkait Kelayakan Pelestarian
Koleksi MNasional dan Naskah
Kuno;

13, Pengelolaan Arsip

Mampu
mengevaluasi
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengelolaan arsip

dan

norma
prosedur

4.1

4.2
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Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/f
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam mefakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan arsip
dan kinerja perangkat daerah
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun  pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengelolaan arsip dan kinerja
perangkat daerah;

Mampu meyakinkan

dan memperoleh dukungan
dari stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknoiogi,
informatika dan manajemen
data serta memberikan
bimbirgan dan fasilitasi kepada |
instansi lain atau stakeholder
terkait pengembangan
pengelolaan arsip dan kinerja
perangkat daerah;

14. Periindungan dan

Penyelamatan Arsip

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
perlindungan dan
penyelamatan
arsip

4.1

4.2,

4.3.

Mamp )
evaluasi

U melakukan
terhadap teknis/
metode/ sistem cara kerja
menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam
melakukan perlindungan dan
penyetamatan arsip yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrument perlindungan dan
penyelamatan arsip;

Mamptt meyakinkan dan
memperoteh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengembangan e-
goverment, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
perlindungan penyelamatan
arsip;

15, Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

l

Mampu
mengembangkan

| strategt  advokasi |

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan |




kebijakan  otonomi berbagai metode yang

daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok
sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Sastra Indonesia/ Ilmu Bahasa/ Tata Naskah
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Teknis v
Perpustakaan uan
Kearsipan
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
l)l\l‘-ﬂl:,

Perpustakaan dan
Kearsipan secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)

tahun v
2. Sedana atau

pernah

menduduki

jabatan

administrator atau

jabatan fungsional

jenjang ahli

madya patmy
singkat 2 (dua)

tahun:
D. Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Presentase peningkatan Pengelolaan Perpustakaan,

pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
2. Kuawias pengeloiaan arsip aan penyelamatan arsip.




Nama Jabatan 1 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Kode Jabatan

Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia

berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga  tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian target
kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya  sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk

multidimensi secara mendapatkan pemahaman




lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinesja Secara
keseluruhan

4.2
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yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi

secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat  instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

Mendorong pemanfaatan

sumber daya hersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
jsu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1 Memahami dan

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara oObjektif, transparan,
dan professicnal dalam
lingkup organisasi;

4,2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskrirminatif,
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serta tidak terpengarvh
kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompaok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2
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Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasl;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4,1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi

perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di

lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;
Memimpin dan memastikan

penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit

kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,

4.1 Menyusun

dan/fatau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Kepegawaian

Kebijakan

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
Kebijakan
kepegawaian yang
tepat sesuai kondisi.

fungsi dalam organisasi;

4,2 Menghasilkan solusi dari
berbagai  masalah  vyang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4,3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang, |
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode  yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan nonma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan di bidang
kepegawaian;
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Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan  kebijakan  di

bidang Pkepegawaian.
11. Manajemen SDM Menyusun perangkat | 4.1. Mampu mengidentifikasi
noma standar kelemmahan dan kekurangan

prosedur instrumen

penerapan
manajemen SDM

4.3

pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan manajemen SDM
yang ada;

4.2.Mampu menyusun pedoman

petunjuk teknis dalam
penerapan manajemen SDM
(perencanaan kebutuhan,
rekruitmen, penempatan,
mutasi dan promasi,
pengembangan karier dan
kompetensi, manajemen
penilaian kinerja, remunerasi,
penghargaan dan  disiplin,
pemberhentiaan dan pensiun);
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
manajemen ASN (perencanaan
kebutuhan, rekruitmen,
penempatan, mutasi dan
promosi, pengembangan karier
dan kompetensi, manajemen
peniiaian kinerja, remunerass,
penghargaan dan  disiplin,
pemberhentiaan dan pensiun).

12. Pengembangan
Kompetenst

Mampu
menyusun
norma,
standar,
prosedur,
pedoman dan
petunjuk
teknis
pengembangan
kompetensi
dan atau
mengkoordinasi
kan
penyusunan
perencaanan
pengembangan
kompetensi,
pelaksanaan
dan evaluasi
pengembangan
kompetensi
ditingkat
instansi

4.1,

4.2,

4.3

Mampu menganalisis
perencanaan  pengembangan
kompetensi, proses dan hasil
pelaksanaan  pengembangan
kompetensi serta  sistem
evaluasi dan evaluasi
pengembangan kompetensi
yang ada pada saat ini
menemukenali kelemahan dan
kelebihan vyang ada dan
mebuat rekomendasi
perbaikan;

Menyusun norma  standar,
kriteria ,prosedur pedoman,
petunjuk teknis penyusunan

perencanaan  pengembangan
kompetensi, pelaksanaan dan
evaluasi pengembangan
kompetensi;

Mampu mengkoordinasikan
menyusunan perencanaan

pengembangan  kompetensi

secara instansional.




13. Manajemen Pendidikan
dan Pelatihan

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma standar
prosedur instrument
Manajemen
Pendidikan

dan Pelatihan

4.1.
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Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemui kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kenja
yang dijadikan nomma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Manajemen
Pendidikan dan Pelatihan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Manaiemen Kebijakan
Pendidikan dan Pelatihan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan,

14, Manajemen Kinerja
Pegawai

Menyusun
perangkat
standar
instrument
penerapan
manajemen kinerja
pegawai

noma
prosedur

4.1,

4.2,
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Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam
penerapan manajemen kinerja
SDM (perencanaan kinerja,
pelaksanaan, pengumpulan
data kinesja, analisis dan
penilaian, rekomendasi dan
tindak lanjut untuk berbagai
kepentingan kepegawaian;
Mampu mengembangkan
sistem informasi manajemen
kinerja yang lebih effektif dan
effisien;

Memberikan bimbingan dan
fasiltasi kepada pengelola
kepegawaian dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
dan sistern informasi

pengelolaan kinerja. J




15. Advokasi Kebijakan 4

otonomi daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1. Mengevaluasi

yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2. Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

strategi
advokasi yang ada saat ini,
menganalisis  kekuatan dan
kekurangan berbagai metode

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang IImu Manajemen SDM/ Kebijakan Publik/ Administrasi Negara/
Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Pemerintahan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
12, Teknis 1. Dikiat Anatisis
Jabatan;

2. Diklat Analisis
kebutuhan diklat;

3. Diklat Manajemen
Kinerja;

4. Diklat teknis
terkait
kepegawaian.

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan

dalam




. Sedang atau

bidang
kepegawaian
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

pernah
menduduki v
jabatan
administrator
atau jabatan
funasional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina (Iv/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.
2

3
4.

Indeks Profesionalitas ASN;

Persentase kasus aduan yang diselesaikan sesuai
standar;

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi;
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensinnya;
Meningkatnya kualitas informasi dan layanan
kepegawaian.




Nama Jabatan - KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah B KEUANGAN DAN ASET
Kode Jabatan :

Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Keuangan
Pendapatan Dan aset daerah dan melaksanakan pembantuan kebijakan daerah sesuaii rencana di
bidang Keuangan Pendapatan Dan aset daerah sesuai rencana strategis pembangunan dan visi misi

bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung  kinerja
pemerintah daerah.

1. Integritas ) Mampu 4.1 Menciptakan situasi kena
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nial, norma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada fataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resika.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan

dengan pemangku
kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara| 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep vang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keselyruhan,

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasit  kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target,

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengeavaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atou kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yahg
diselenggarakan oleh

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
saita  tkdak  terpengarun |




4.3

kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan )
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mangembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi

perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan  memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisast;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

4

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitac

Organisasi

preferensi politik.

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Daerait yang tepat
sesuai kondisi

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan |
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan nofma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan




gleh mereka sendiri  datam

menerapkan kebijakan
pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

11. Penyusunan Rancangan
APBD

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan realisasi
APBD dan menyusun
rancangan APBD

4.1 Mampu melakukan evaluasi
pelaksanaan realisasi APBD
serta menemu kenali kelebihan
dan kelemahan pelaksanaan
dan realisasi APBD;

4.2 Mampu menyusun
rancangan APBD;
4.3 Mampu meyakinkan  dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait rancangan
APBD,

12. Pengelolaan  Barang
Milik Negara (Aset
Daerah)

Mampu
mengevaiuasi
pelaksanaan

pengelolaan  dan |

administrasi Barang
Milik Negara

4.1 Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
pemanfaatan, realisasi,
administrasi, dan  distribusi
Barang Milik Negara, serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pengelolaan dan
administrasi BMN;

4.2 Mampu  menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi  Barang  Milik
Negara;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan
tata kelola dan administrasi
BMN serta peningkatan
kapasitas SDM pengelola BMN.

13. Pengelolaan
Keuangan Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan daerah

4.1 Mampu melakukan evaluasi
perancanaan, pengelolaan,
administrasi, dan realisasi
keuangan daerah, serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pengelolaan dan
administrasi keuangan daerah;

4.2 Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi keuangan daerah

4.3 Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan
tata kelola dan administrasi
keuangan daerah serta
peningkatan kapasitas SDM
pengelola keuangan daerah

14. Penyusunan Laporan
Keuangan dan Aset
Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunan laporan

4.1 Mampu melakukan evaluasi
pengumpuian, pengolahan dan
penyajian laporan keuangan
dan aset daerah, serta




keuangan dan aset
daerah

menemu kelebihan dan
kelemahan laporan keuangan
daerah;

4.2 Mampu  menyusun pedoman
petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pedoman
petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan dan
peningkatan kapasitas SDM
penyusun laporan.

15. Advokasi Kebijakan 4
otonomi daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  Otonomi

Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis

kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok

sasaran yang berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sanana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Ekonomi

Industri

/Akuntansi/Keuangan/Manajemen/Teknik

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

N

1€KnIs

.

2.

3.

IKIat
Perencanaan;
Diklat Pengadaan
Barang/Jasa;
Diklat Manajemen
Perencanaan;
Disaas onafemen
Strategis;

Diklat
Pengelolaan
Keuangan.

C. Pengalaman Kerja

Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang keuangan
secara kumulatif




pating kurang %
(lima) tahun
2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan Vv
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:
D. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)
E. Indikator Kinera Jabatan 1. Kualitas hasil pengelolaan keuangan daerah.

2. Kualitas pengelolaan aset daerah.
3. Kualitas laporan keuangan daerah,




Nama Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Jabatan 3

Melaksanakan sebagian tugas Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan cara
memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai
raturan perundang-undangan agar tercapai sesuai dengan perencanaan.

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, notma, dan situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

meskipun ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi




urttuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan

dengan pemangku
kepentingan  untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara| 4.2 Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
saecara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat instanst untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unithya agar
selaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan  memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - mempengaruhi organisasi
isu jangka panjang, dalam hubungannya dengan
kesempatan, atau dunia luar, emmperhitungkan
kekuatan politik dan mengantisipasi dampak
dalam hal terhadap pelaksanaan tugas-
pelayanan tugas pefayanan public
kebutuhan secara objektif, transparan,
pemangku dan professional dalam
kepentingan yang lingkup organisasi;
transparan, objektif, | 4.2 Menjaga agar  kebijakan

dan profesional

pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidek  terpenganui |




4.3

kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemanghku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengambangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

43

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengatlaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan !/
pendidikan / pengembangan
kompetenst dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1

4,2

4.3

Mengarahkan unit kerjia untuk
lebih siap dalam mernghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,

_

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah  yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisass;




9. Perekat Bangsa

10. Advokasi
Bidang
Pembangunan
Pengembangan
Penelitian

Kebijakan
Perencanaan

Daerah,
dan

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang perencanaan
pembangunan
daerah,

Pengembangan dan

Penelitian

4.2 Mampu

4.3 Mampu

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat

untuk

senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan

dalam

keberagaman dan menerima

segala  bentuk
dalam

bermasyarakat;

perbedaan latar
agama/kepercayaan,
jender, sosial,

preferensi politik
mencapai

perbedaan
kehidupan

mendayagunakan
belakang,

suku,

ekonomi,

untuk

kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

membuat

program

yang mengakomodasi

perbedaan latar
agama/kepercayaan,
jender, sosial
preferensi politik.

belakang

suku,

ekonomi,

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan

berbagai metode yang

dijalankan dengan kelompok

sasaran yang berbeda.

4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah,
Pengembangan dan
Penelitian




mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
perencanaan pembangunan
daerah, Pengembangan dan
Penelitian

11. Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan dan
Pendglitian

Mampu melakukan
evaluast dan
mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
daerah,
pengembangan
dan penelitian

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja, perencanaan
pembangunan daerah,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja perencanaan
pembangunan daerah,
pengembangan dan penelitian
yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan
penyusunan perencanaan
permbangunan daerah,
pengembangan dan
penelitian;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoteh dukungan dan
strakholder pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah, pengembangan dan
peneliian dan memberikan
bimbingan serta fasilitasi
kepada instansi lain atau
terkait perencanaan
pembanounan daerah.

12, Analisis Kelayakan Ijin
Penelitian

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan analisis
kelayakan izin
nenglitian.

4,1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis ijin
penelitian serta menemu kenali
kelebihan dan  kelemahan
analisis kelavakan iiin
penelitian;

4.2 Mampu  menyusun  teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis kelayakan {jin
penelitian;

.3 Mdimn mreyonifiait urclf}
memperoleh dukungan dari
stakehoider terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
analisis kelayakan ijin

rmanaliian




fasititasi dan inovasi daerah;

4.2 Mampu  menyusun  teknik,
metode pembinaan dan
pengembangan fasiitasi dan
inovasi daerah, serta
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam  fasiiitasi  dan
inovasi daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
untuk pembinaan dan
pengembangan fasiltasi dan
inovasi daerah.

13. Penyusunan Rencana 4 Mampu 4.1 Mampu memverifikasi dan
Strategis (RPIM dan mengevaluasi, mengevaluasi program dan
RPIP) menyusun kegiatan yang diusulkan sesuai

pedoman, dengan strategi umum
mengkoordinasikan organisasi  serta  menemu
penyusunan rencana kenali kelebihan dan
strategis kekurangan melakukan

pengembangan atau perbaikan
tata kelola program dan
kegiatan yang epin
effektif/effisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan penyusunan
rencana strategis

4.3 Mampu mengkoordinasikan,
meyakinkan dan  mampu
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
rencana strategis dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
rencana strategis.

14. Pengembangan 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi
Fasiltasi dan Inovasi mengevaluasi pelaksanaan pembinaan,
Daerah pelaksanaan penyeienggaraan, dan

; R efektifitas fasilitasi dan inovasi
gem!amaan. dfasﬂrt:sn daerah serta menemu kenaii
an inovast gaeran. kelebihan dan  kelemahan
efektiftas  penyelenggaraan




Otonomi Daerah

15. Advokasi kebijakan 4

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis

kekuatan  dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok

sasaran yang berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah

A. Pendidikan 1, Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu lImu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / limu
Hukum / Sosial Politik / llmu Administrasi / Teknik /
Ekonomi ‘
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
1 MgRAt 11
2. Teknis 1. Diklat
Perencanaan;
2. Diklat Pengadaan
Barang/Jasa;
3. Diklat Manajemen v
RISIRU
4. Diklat Penelitian
dan
Pengembangan.
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
penaalaman
jabatan  dalam
bidang
perencanaan
pembangunan
daerah secara
kumulatif  paling
AuUlainy 2 (miida)
tahun
2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
ol o § S
atau jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling




singkat 2 {(dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kuaiitas hasil perencanaan pembangunan daerah.
2. Kuaiitas penyediaan prasarana wilayah.

3. Kualitas dampak penelitian terhadap pembangunan
daerah.




Nama Jabatan ¢ KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Jabatan -

~Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan prosedur yang ada agar terlaksana
dengan baik

1. Integritas & Mampu menciptakan | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan dalam segala situasi dan
€tika organisasi Konarst;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

| 4.3 Berani melakukan koreksi atau

mengambil  tindakan atas

penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja [ain
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;

Kinena secara | 4.2 Menuangkan
keseluruhan pemikiran/konsep yang

multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;




4.3 Menyampaikan

informasi
secara untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan

kinerja secara keseluruhan.

persuasif

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit| 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai tingkat  instansi untuk
target yang mencapai kinerja yang
ditetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil kerja ditetapkan;
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi; .
4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1 Memahami  dan memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan

dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau

kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku

kepentingan  yang
transparan, objektif,
dan profesional

atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public secara

objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan olen
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan

4.3

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta noaKk  terpengarun
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan

4.1

Menyusun
pengembangan

program
jangka




jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk |
lebih siap dalam menghadapi

perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisast |

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
aan Kesatuan gatam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




10. Advokasi

kebijakan

bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
Kesatuan Bangsa
dan Politik

4.2

4.3

4.1

dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini serta menganailisis
kelemahan dan kekurangan
dalam mengembangkan
berbacai  teknik.  metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petuniuk teknis strateqi

4.3

komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

Mendorong stakeholder untuk
menaembanakan strateai
advokasi yang tepat untuk
instansi  terkait;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan instansi  terkait
dalam penerapan kebijakan,
serta menaidentifikasi dalam
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan;

11. Pengembangan
Nilai kebangsaan

Nilai-

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
Pengembangan Nilai-
Nilai kebangsaan

4.1

4,2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja serta
Pengembangan Nilai-Nilai
xebangsaan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan  Pengembangan
Nilai-Nilai kebangsaan;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan informasi publik




dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Pengembangan Nilai-Nilai
kebangsaan;

12, Penguatan
Kewaspadaan
Nasional

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
Pengembangan
Nilai-Nilai
kebangsaan

norma
prosedur

4.1

4.2 Mampu

4,3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode [
sistem cara kerja
menemukan kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
penguatan kewaspadaan
nasional yang lebih
efektif/efisien;

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja vang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrument penguatan
kewaspadaan nastonal;
meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanzan
pelayanan komunikasi
publik serta memberikan
bimbingan  dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakehoider terkait
penguatan kewaspadaan
nasional.

13. Pengembangan Budaya
Politik

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar prosedur
instrument
pengembangan
budaya politik

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengembangan
budaya politik yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengembangan budaya politik
dan kinerja perangkat daerah;
meyakinkan dan
memperoleh dulamgan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan
manajemen data dan
memberikan bimbingan dan
fasilitast kepada  instansi lain
atau  stakeholder terkait
pengembangan  budaya
politk dan kinerja perangkat
daerah;

14. Penguatan Nilai-Nilai
Idectogt Wawasan
Kebangsaan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma
standar  prosedur
instrument

penguatan nilai-nilai

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja penguatan nilai-nilai




ideologi  wawasan
kebangsaan

ideologi wawasan kebangsaan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
penguatan nilai-nilai ideologi
wawasan kebangsaan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan
manajemen data dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada  instansi lain
atau stakeholder  terkait
penguatan nilai-nilai ideologi
wawasan kebangsaan.

4.2

15. Advokasi Kebijakan 4
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Politik/Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu Hukum

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

v

2. Tekpis

Diklat Bidana |
Kesatuan Bangsa
dan Politik

Diklat Advokasi
Otonomi Daerah,

Diklat Wawasan
Kebanasaan

Diklat Budaya Politik

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang
pemerintahan/
hukum/ politik

secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun




1 2. Sedang atau v
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahii
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan:

2. Tingginya tingkat kewaspadaan nasional;
3. Kualitas pengembangan budaya politik;




Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH
Kelompok Jabatan :  JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : PENANGGULANAN BENCANA

Kode Jabatan g

Memimpin, merumuskan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan
bencana, dan memberikan dukungan secara teknis administrasi dan operasional sesuai dengan
peraturan perundang - undangan untuk terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bencana.

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi  kerja
menciptakan situasi yang mendorong  seluruh
kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi  nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan situasi dan kondisi; -
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau |
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai  yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi

tmeskipun ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja iainl
sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4,3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman

lisan dan tertulis | yang sama; Berbagi informasi




untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku

dengan pamangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep yang
muitidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di
tingkat  Iinstans! untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil  kerja unitnya agar
sefaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efekhifitas dan
efisiensi pencaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jahgka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

Memahami  dan memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia lvar, emmperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan public
secara objektif, transparan,
dan professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
seita  tidak  terpengarun |




4.3

kepentingan pribadif
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuihan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun

4.2 Melaksanakan

" 4.3

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

41

4.2

4,3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi

4.1 Menyusun

dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam orgamsasi;




9. Perekat Bangsa

Bencana Daerah

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitac

Organisasi

10. Advokasi Kebijakan
Penanggulangan

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
penanggulangan
bencana daerah

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tidankan
penanganannya (mitigasi
risiko).

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan |

perbedaan Ilatar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi

perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknik/
metode/sistem cara
kerja,mengetahui kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan

diau peivamaii |
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
penanggulangan bencana
daerah yang lebih efektif dan
efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan




penyusunan kebijakan
penanggulangan bencana
daerah,

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan penanggulangan
bencana daerah, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penyusunan kebijakan
penangguiangan bencana
daerah.

11. Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Bencana

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
serta petunjuk
teknis pencegahan
dan kesiapsiagaan
bencana.

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
keiebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana yang iebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk  teknis, cara kerja
yang dijadikan nomma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana;
meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lin
dan masyarakat terhadap
pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana.

12. Penanganan Darurat

Mampu

mengevaluasi dan
menyusun perangkat
noma standar
prosedur serta
petunjuk teknis
penanganan darurat
bencana

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan kekurangan
metakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
teknis penanganan darurat
bencana yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan teknis
penanganan darurat bencana;
meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain
dan masyarakat terhadap
teknis penanganan darurat
bencana




13. Pengelolaan Distribusi
Logistik

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma standar
prosedur serta
patunjuk teknis
pengelolaan
distribusi logistik.

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara Kerja
pengelolaan distribusi logistik
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara Kkerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
distribusi Logistik;

meyakinkan dan
mampu mempercleh
dukungan dari instansi lain
terhadap pelaksanaan
pengelolaan distribusi logistik.

14. Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun perangkat
noma

standar prosedur
serta

petunjuk teknis
pengelolaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi.

4.1

4.2

4.3 Mampu

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengelotaan rehabilitasi  dan
rekonstruksi yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
rehabilitasi dan rekonstruksi;
meyakinkan  dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi fain
terhadap pelaksanaan
pengelolaan rehabilitasi dan
rekonstruksi.




15. Advokasi Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Otonomi
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode

yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda.

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan otonomi daerah.

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri

dalam menerapkan kebijakan

otonomi daerah.

A. Pendidikan

1. Jemang

Sanana / Diploma [V

2. Bidang Iimu

Pemerintahan/ Planologi/ Ekonomi/ Teknik/ Geodesi dan

Astronomi

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

v

1 EKINIS

1. UiKiat

Penanggulangan

Bencana.
2. Diklat

Bencana.
3. Diklat

Perenconzan.

4. Diklat Pengadaan

Barang/jasa.
5. Diklat SAR.

Mitigasi

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman

iabatan dalam
bidang

penanggulangan
bencana secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

. >egang arau

pernah
menduduki
jabatan
administrator

atau jabatan
Ginsgans
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)




